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KATA PENGANTAR

Buku Patanas dengan judul “Rekonstruksi Agenda Peningkatan Kesejahteraan
Petani” terbit pada waktu yang tepat sejalan dengan upaya peningkatan
pendapatan dan menjamin ketersediaan dan akses rumah tangga petani terhadap
konsumsi pangan. Upaya peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan
dikaitkan dengan upaya perbaikan status gizi masyarakat dalam perspektif
peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani merupakan aspek yang selalu
menantang karena terkait dengan harmonisasi dan integrasi kebijakan ketahanan
pangan dan gizi masyarakat. Buku ini mencakup empat subtema yang bersifat
integratif yang meliputi struktur sumber pendapatan sektor pertanian, eksistensi
konsumsi pangan rumah tangga, dan dinamika kesejahteraan rumah tangga petani.
Karya tulis pendukung pada setiap subtema merupakan komplementasi hasil kajian
makro (dengan sumber data dari BPS) dan hasil kajian mikro hasil penelitian
Patanas yang bersifat saling melengkapi dan memperkaya aspek tematik yang
dibahas.

Bahasan pada subtema pertama “Pendapatan Pertanian: Masihkah Menjadi
Andalan” terdapat lima aspek yang dibahas, yaitu dinamika PDB dan pendapatan
petani, struktur pendapatan rumah tangga petani lahan sawah berbasis komoditas
padi, pendapatan petani lahan kering berbasis sayuran, peranan usaha ternak di
agroekosistem perkebunan, dan sintesis pendapatan rumah tangga perdesaan.
Empat aspek terakhir pada hakekatnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis
posisi atau kontribusi pendapatan berbagai komoditas pada basis agroekosistem
yang berbeda, yang selanjutnya dikomparasi dengan kondisi makro di tingkat
nasional. Pada subtema kedua “Konsumsi Pangan Rumah Tangga: antara Harapan
dan Kenyataan” aspek bahasan mencakup dinamika konsumsi pangan, dinamika
pola, dan konsumsi rumah tangga pada berbagai agroekosistem berbasis padi,
palawija, dan perkebunan, serta komparasi pola pengeluaran dan konsumsi rumah
tangga perdesaan antaragoekosistem.

Bahasan subtema ketiga “Benarkah Petani Kita Semakin Sejahtera” terdiri
atas enam aspek tematik yang dianalisis, yaitu dinamika nilai tukar petani agregat
nasional, nilai tukar usaha tani palawija, nilai tukar petani lahan kering bebasis
perkebunan, dinamika kemiskinan rumah tangga agregat nasional, kemiskinan
petani lahan kering berbasis komoditas perkebunan, dan kemiskinan kaitannya
dengan penguasaan lahan pada berbagai agroekosistem. Jadi, pada bahasan ini
ditampilkan komparasi makro-mikro nilai tukar petani yang merefleksikan daya beli
petani dan tingkat kemiskinan yang diharapkan dapat merefleksikan tingkat
kesejahteraan masyarakat dan petani di perdesaan.

Hasil bahasan ketiga subtema tersebut diharapkan dapat dirumuskan
harmonisasi kebijakan peningkatan produksi dan pendapatan petani serta
ketersediaan dan akses konsumsi (pangan dan nonpangan) dengan sasaran
pemantapan tingkat kesejahteraan petani. Kesejahteraan rumah tangga perdesaan



ini direfleksikan oleh pemantapan dan penguatan kebijakan terkait dengan
perbaikan nilai tukar petani dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Invensi dan
inovasi yang dihasilkan dari kajian ini akan bermanfaat bagi peningkatan
pandapatan, konsumsi, dan status gizi, serta pemantapan kesejahteraan petani dan
masyarakat di perdesaan.

Bogor, Desember 2015
Editor



KATA SAMBUTAN

Sektor pertanian memiliki enam peranan strategis, yaitu sebagai penghasil
bahan pangan, bahan baku industri, devisa nasional, nilai tambah ekonomi,
penyedia lapangan kerja, dan sebagai pengguna produk agroindustri seperti pupuk
dan pestisida. Aktualisasi dari peranan sektor pertanian tersebut akan melibatkan
peranan para petani di perdesaan sebagai pelaku utama usaha pertanian. Oleh
karena itu, pembangunan pertanian selama ini tidak terlepas dari dua upaya, yaitu
pertama, meningkatkan produksi, kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya
saing produk pertanian; dan kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya
pertama diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pasar produk pertanian dan
kebutuhan pasar yang terus meningkat, mendorong perolehan devisa dan nilai
tambah sektor pertanian, serta meningkatkan daya serap tenaga kerja dan daya
serap sektor pertanian terhadap produk agroindustri. Upaya kedua diperlukan untuk
meningkatkan kualitas hidup para petani dan sekaligus mempertahankan
keberlanjutan sektor pertanian.

Pertanyaan sentral terkait dengan kesejahteraan petani adalah sejauh mana
pembangunan pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani
dan bagaimana pula variasinya menurut tipe desa. Buku ini mengupas secara kritis
masalah tersebut yang difokuskan pada empat aspek yang terkait dengan
kesejahteraan petani, yaitu pendapatan rumah tangga petani, konsumsi pangan,
nilai tukar petani, dan kemiskinan rumah tangga petani. Keempat aspek tersebut
dibahas secara makro pada lingkup nasional maupun secara mikro pada lingkup
rumah tangga petani untuk memahami apakah dinamika kesejahteraan petani yang
diekspresikan dalam indikator makro juga mencerminkan dinamika kesejahteraan
pada tingkat rumah tangga petani. Analisis pada lingkup makro nasional dilakukan
dengan memanfaatkan data makro yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), sedangkan analisis pada lingkup mikro dilakukan dengan memanfaatkan data
hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada tahun 2007-2012. Patanas
merupakan penelitian yang bersifat panel di mana data sosial ekonomi rumah
tangga petani dikumpulkan dari rumah tangga contoh dan desa contoh yang sama
dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sama pula sehingga
konsistensinya dapat dipertahankan.

Hasil bahasan pada keempat aspek kesejahteraan dalam buku ini sangat
berguna bagi para akademisi, pemerhati pembangunan pertanian, dan para
pengambil kebijakan untuk lebih memahami masalah kesejahteraan petani sebagai
pelaku utama usaha pertanian. Berbagai informasi yang diungkapkan lebih lanjut
dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk menyempurnakan agenda
pembangunan pertanian ke depan demi terwujudnya petani yang sejahtera dan
terwujudnya sektor pertanian yang berdaya saing, memiliki daya tahan, dan
berkelanjutan. Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih kepada
Tim Editor dalam upayanya merumuskan tema, subtema, dan karya tulis

vii



pendukungnya, serta kegiatan editorial lainnya sehingga buku ini layak untuk
diterbitkan dan disimak pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi perumusan
kebijakan pertanian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian

dan perdesaan.

Bogor, Desember 2015
Kepala PSEKP

=

Dr. Handewi P. Saliem
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BABI PENDAHULUAN

1. Pendahuluan:



PENDAHULUAN

Dalam rangka memantau dan mengevaluasi dinamika sosial ekonomi rumah
tangga tani dan perdesaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
telah melakukan penelitian Panel Petani Nasional (Patanas). Patanas merupakan
penelitian yang bersifat panel di mana data sosial ekonomi rumah tangga tani
dikumpulkan dari rumah tangga contoh dan desa contoh yang sama. Metode
pengumpulan data dan pengukuran variabel sosial ekonomi dilakukan dengan cara
yang sama pula agar konsistensinya dapat dipertahankan. Pengumpulan data sosial
ekonomi rumah tangga dilakukan pada empat tipe desa, yaitu (a) desa lahan sawah
berbasis padi, (b) desa lahan kering berbasis sayuran, (c) desa lahan kering
berbasis palawija, dan (d) desa lahan kering berbasis tanaman perkebunan. Secara
total terdapat 34 desa contoh Patanas yang tersebar di 8 provinsi dan melibatkan
1.238 rumah tangga contoh.

Buku bunga rampai dengan tema "“Rekonstruksi Agenda Peningkatan
Kesejahteraan Petani” sebagian besar ditulis dengan memanfaatkan data Patanas di
samping data sekunder yang diterbitkan oleh BPS. Buku ini terdiri atas tiga
subtema, yaitu (a) Pendapatan Pertanian, Masihkah Menjadi Andalan? (b) Konsumsi
Pangan Rumah Tangga, antara Harapan dan Kenyataan; dan (c) Benarkah Petani
Kita Semakin Sejahtera? Ketiga subtema tersebut memiliki keterkaitan yang kuat, di
mana tingkat pendapatan akan menentukan tingkat konsumsi pangan yang pada
akhirnya akan menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga perdesaan.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana posisi sektor pertanian dalam struktur
pendapatan rumah tangga perdesaan, di mana tingkat dominasinya akan
menentukan perannya dalam menentukan tingkat konsumsi dan kesejahteraan
masayarakat petani di perdesaan. Struktur dan tingkat dominasi sektor pertanian
dalam struktur pendapatan rumah tangga akan menentukan pilihan strategi yang
dilakukan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya, apakah melalui
modernisasi pertanian, diversifikasi kesempatan kerja, bahkan kemungkinan untuk
melakukan transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan.

Terkait dengan subtema "Pendapatan Pertanian, Masihkah Menjadi Andalan?”
terdapat lima karya tulis ilmiah (KTI) pendukung, yaitu (a) Dinamika PDB Sektor
Pertanian dan Pendapatan Petani; (b) Dinamika Struktur Pendapatan Rumah
Tangga Perdesaan di Desa Sawah Berbasis Padi; (c) Pendapatan Rumah Tangga
Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis Sayuran; (d) Peran Ternak Besar
dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga pada Agroekosistem Perkebunan; dan (e)
Sintesis Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan. Perkembangan pendapatan rumah
tangga pertanian pada tataran makro perlu dikomparasi dengan besaran dan
dinamikanya pada tataran meso dan mikro karena secara spasial membutuhkan
intervensi kebijakan yang berbeda. Pada tataran meso, khususnya pada tataran
mikro sangat dibutuhkan pemahaman tentang kondisi dan dinamika pendapatan
pada berbagai agroekosistem dam basis komoditas. Dalam konteks ini
dipertimbangkan agroekosistem lahan sawah basis komoditas padi, lahan kering
basis komoditas sayuran, dan agroekosistem perkebunan dengan ternak ruminansia
besar. Agroekosistem yang berbeda dengan basis komoditas tertentu akan
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memberikan respons yang berbeda terhadap tingkat dan struktur pendapatan
rumah tangga, dengan antisipasi kebijakan pengembangan yang berbeda.

Dinamika PDB sektor pertanian secara struktural mengalami penurunan
sejalan dengan kemajuan perekonomian nasional. Namun, penurunan ini tidak
semestinya diikuti dengan penurunan tingkat pendapatan petani, terutama bagi
mereka yang menjadikan sektor pertanian sebagai usaha utama. Perubahan
struktural sektor pertanian kaitannya dengan tingkat dan struktur pendapatan
rumah tangga petani perlu mendapatkan pemahaman yang baik dengan
pertimbangan sebagai berikut: (a) penurunan struktur PDB pertanian jika diikuti
penurunan tingkat pendapatan rumah tangga pertanian akan berimplikasi terhadap
penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (b) penurunan produktivitas
tenaga kerja sektor pertanian akan membutuhkan perluasan diversifikasi
kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di
perdesaan; (c) di tingkat desa dibutuhkan peningkatan produktivitas dan efisiensi
usaha tani, di samping vitalisasi kegiatan informal nonpertanian di perdesaan; dan
(d) urgensi percepatan transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan melalui
integrasi ekonomi desa-kota dalam rangka konvergensi produktivitas sektor
pertanian (perdesaan) dan sektor nonpertanian (perkotaan).

Pemahaman dinamika pendapatan rumah tangga petani pada berbagai
agroekosistem dan basis komoditas dinilai strategis dengan justifikasi sebagai
berikut: (a) agroekosistem sawah dengan basis komoditas padi pada umumnya
telah mengalami overintensifikasi, sehingga perlu dipikirkan paket teknologi dan
strategi diversifikasi pertanian serta usaha yang tepat dalam peningkatan
pendapatan rumah tangga petani, mengingat ekonomi padi tidak lagi dapat
dipandang sebagai dinamisator ekonomi perdesaan; (b) komoditas sayuran di lahan
kering dapat dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru jika dapat difasilitasi
dengan teknologi spesifik lokasi, pengembangan infrastruktur (fisik dan
kelembagaan) dalam menjamin efisiensi usaha tani dan pemasaran, sejalan dengan
upaya mendorong diversifikasi konsumsi dan perbaikan status gizi masyarakat; (c)
peran ternak besar, khususnya sapi potong, memegang peran strategis dalam
pemenuhan konsumsi daging nasional serta pengembangan agroekosistem dan
komoditas perkebunan, misalnya melalui pengembangan sistem integrasi tanaman-
ternak dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan keberlanjutan sistem
usaha tani.

Pada subtema “Konsumsi Pangan Rumah Tangga, antara Harapan dan
Kenyataan” dibahas lima karya tulis ilmiah, yaitu (a) Dinamika Konsumsi Pangan
pada tingkat nasional; (b) Perubahan Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan
pada Desa Sawah Berbasis Padi; (c) Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan
pada Desa Lahan Kering Berbasis Palawija; (d) Dinamika Pola dan Keragaman
Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan pada Desa Lahan Kering Berbasis
Perkebunan; dan (e) Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan, Komparasi Antartipe
Agroekosistem. Hasil analisis konsumsi pangan pada tataran makro vs mikro akan
memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Kecenderungan umum
menunjukkan bahwa indikator ketersediaan dan akses pangan serta status gizi
masyarakat pada tingkat makro menunjukkan kecenderungan dan pencapaian yang
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lebih baik dibandingkan dengan kondisi mikro. Kedua informasi ini diharapkan akan
saling melengkapi kebijakan intervensi yang harus dilakukan, yang sepatutnya juga
mempertimbangkan kondisi spasial agroekosistem dan basis komoditas. Di samping
harmonisasi peran pusat-daerah, pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan
dan peran yang lebih besar terkait dengan upaya pemantapan ketersediaan dan
akses pangan bagi masyarakat dalam perspektif desentralisasi pengembangan
ekonomi pangan. Dengan demikian, pemahaman ekonomi konsumsi pangan secara
nasional dan pada berbagai agroekosistem akan memegang peranan penting di
dalam mengatasi permasalahan terkait dengan kerawanan pangan dan status gizi
buruk di lapangan.

Kajian dinamika konsumsi pangan nasional dilatarbelakangi oleh beberapa
faktor dan permasalahan sebagai berikut: (a) mengungkap semangat yang
terkandung dalam UU Pangan No. 18 tahun 2012 terkait penyediaan pangan untuk
memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan
perseorangan secara berkelanjutan; (b) pemantapan kebijakan ketahanan pangan
yang mencakup kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan, pengembangan
sistem distribusi pangan, dan peningkatan kualitas konsumsi pangan; (c)
mengungkap kendala dan antisipasi solusi pemantapan ketahanan pangan yang
mencakup penyempitan luas lahan pertanian khususnya lahan sawah, pertumbuhan
luas panen yang semakin terbatas, dan gejala kemandegan dalam pertumbuhan
produktivitas komoditas pertanian utama; (d) perkembangan urbanisasi, pemasaran
pangan hasil industri, dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang berimplikasi
terhadap kesehatan yang diindikasikan oleh masa transisi gizi dalam bentuk
peningkatan obesitas dan penyakit kronis lainnya; dan (e) kebijakan pangan ke
depan yang akan menekankan pada pengembangan diversifikasi pangan melalui
pengurangan jumlah konsumsi pangan pokok yang selanjutnya diimbangi dengan
peningkatan konsumsi produk pangan asal ternak, minyak sayur, buah-buahan, dan
sayuran.

Kajian konsumsi pangan rumah tangga perdesaan pada berbagai
agroekosistem didasarkan atas beberapa pemikiran, di antaranya adalah (a)
pemahaman dan aktualisasi multifungsi pangan seperti fungsi fisiologis/biologis,
fungsi sosial/komunikasi, fungsi budaya, fungsi religi, fungsi ekonomi, fungsi politis,
serta fungsi kelestarian dan lingkungan hidup; (b) pemahaman tentang berbagai
faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat yang mencakup
sejumlah faktor di antaranya tingkat pendapatan masyarakat, selera konsumen,
harga pangan dan komoditas substitusinya, tingkat pendidikan mayarakat, jumlah
atau besar kecilnya keluarga, dan lingkungan; (c) klarifikasi dan verifikasi beberapa
fakta empiris seperti faktor sosial budaya berhubungan kuat dengan konsumsi
makanan pokok masyarakat, dampak urbanisasi terhadap kecenderungan
westernisasi diet, serta dampak globalisasi terhadap pola makan dan gizi
mayarakat; (d) berkaitan dengan usaha tani pada agroekosistem yang berbeda,
fakta empiris menunjukkan bahwa pola pengeluaran dan konsumsi pangan
dipengaruhi oleh faktor kemilikan lahan dan tipologi usaha tani yang akan
menentukan produktivitas, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan konsumsi
pangan.
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Makalah pendukung pada subtema "Benarkah Petani Kita Semakin
Sejahtera?” pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi dua makalah utama,
yaitu (a) dinamika nilai tukar petani agregat nasional dan pada beberapa
agroekosistem; dan (b) dinamika kemiskinan rumah tangga agregat nasional dan
pada beberapa agroekosistem. Nilai tukar pada hakekatnya merefleksikan daya beli
masyarakat petani yang ditunjukkan oleh rasio indeks harga yang diterima dengan
indeks harga yang dibayar rumah tangga petani. Kemampuan daya beli rumah
tangga petani bila dikaitkan dengan tingkat pendapatan akan menentukan
kemampuan akses mereka terhadap kebutuhan pangan dan nonpangan sebagai
faktor penting penentu tingkat kesejahteraan mereka. Garis kemiskinan pada
dasarnya adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki rumah tangga petani agar
dapat mengakses sejumlah komoditas pangan dan nonpangan untuk kebutuhan
hidupnya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kajian terkait dengan nilai tukar
petani dan kemiskinan dalam perspektif peningkatan kesejahteraan rumah tangga
petani di perdesaan di antaranya adalah (a) pemantapan modernisasi pertanian
dengan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta nilai tukar yang baik
sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan di perdesaan; (b) modernisasi dan
formalisasi (berbadan hukum) sektor UKM nonpertanian di perdesaan dengan
tingkat produktivitas dan daya saing yang tinggi sebagai jalan utama keluar dari
kemiskinan di perdesaan; (c) diversifikasi kesempatan kerja di perdesaan dengan
mempertimbangkan kegiatan informal nonpertanian di samping kegiatan usaha dan
kesempatan kerja di sektor pertanian, sebagai jalan transisi keluar dari kemiskinan
di perdesaan; dan (d) peningkatan akses dan mobilitas masyarakat perdesaan
terhadap kesempatan kerja sektor informal di perkotaan melalui integrasi ekonomi
desa-kota sebagai jalan transisi (dapat permanen melalui revitalisasi) keluar dari
kemiskinan. Jadi, semua peluang yang yang ada terkait dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat perdesaan harus diupayakan, yaitu dua jalan utama dan
dua jalan transisi untuk keluar dari kemiskinan perlu diupayakan.
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DINAMIKA PDB SEKTOR PERTANIAN DAN
PENDAPATAN PETANI

Hermanto dan Gatoet S. Hardono

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang yang padat penduduknya, Indonesia
memerlukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif tinggi untuk
meningkatkan pendapatan per kapita bagi penduduknya. Menurut teori makro,
pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, penge-
luaran pemerintah, net ekspor, dan konsumsi rumah tangga (Kusumawardhani et
al, 2012), sedangkan investasi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, jumlah
uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Silvia et al,,
2013).

Di era globalisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat
dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Sihono (2009), ekonomi
Indonesia akan tetap tumbuh di atas 6% karena dukungan ekonomi Cina dan India,
tetapi akan mengalami perlambatan akibat gejolak ekonomi global yang dipengaruhi
oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Raz &/ a/ (2012)
menyatakan bahwa dampak negatif krisis keuangan global tahun 2008 terhadap
perekonomian Asia Timur, termasuk Indonesia, lebih kecil bila dibandingkan dengan
krisis keuangan pada tahun 1997 karena perekonomian Indonesia telah mengambil
pelajaran setelah krisis tahun 1997 dengan memperkuat fundamental ekonomi,
dukungan kredibilitas, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

Sektor pertanian selama ini merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup
besar, namun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor
nonpertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian. Pada
tahun 2014 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB adalah sekitar 13,38%
(sama dengan sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil,
dan sepeda motor) (BPS, 2015a).

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan
tenaga kerja di Indonesia, walaupun perannya juga cenderung menurun. Pada
tahun 2004 peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sekitar 45%,
menurun menjadi 34% pada tahun 2014 (BPS, 2015b). Walaupun demikian, sektor
pertanian masih merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja pada
tahun 2014.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan sumbangan
sektor pertanian terhadap PDB, serta dinamika pendapatan per kapita di sektor
pertanian pada tingkat nasional dan wilayah. Tulisan ini juga bertujuan untuk
menganalisis perubahan distribusi pendapatan per kapita menurut wilayah. Data
yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik.
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KERAGAAN EKONOMI NASIONAL 2004-2013

Secara umum perekonomian nasional selama periode 2004-2013 tumbuh
dengan laju pertumbuhan dari kuartal ke kuartal (Q to Q) rata-rata 5,80%. Laju
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu
6,49%. Adapun laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 4,63%.
Penurunan laju pertumbuhan PDB dari 6,01% pada tahun 2008, menjadi 4,63%
pada tahun 2009 mengindikasikan terjadinya pengaruh krisis perekonomian global
yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional.
Namun demikian, dampak dari krisis perekonomian global terhadap perekonomian
nasional tidak terjadi secara berkepanjangan. Perekonomian nasional segera
“bangkit” dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan PDB sudah pulih mencapai 6,22%
(Gambar 1).
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Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q), 2004-2013

Nilai PDB atas harga berlaku pada tahun 2004 adalah sekitar 2.295,8 triliun
rupiah, meningkat menjadi 9.084,0 triliun rupiah pada tahun 2013. Dengan
demikian, selama periode 2004-2014 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik
sebesar 3,96 kali (Gambar 2). Dengan kinerja tersebut pada tahun 2012 Indonesia
dinilai dari besaran PDB-nya masuk dalam peringkat ke-16 dari 177 negara, dan dari
laju pertumbuhan ekonominya masuk dalam peringkat ke-38 dari 179 negara.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 6% yang terjadi tiga tahun
secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2012, tidak bertahan lama.
Pertumbuhan PDB kemudian melemah menjadi 5,78% pada tahun 2013.
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Melemahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 terkait dengan
terjadinya defisit neraca berjalan pada kuartal III.
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Gambar 2. PDB Atas Harga Berlaku, 2004-2013

Jika pertumbuhan PDB dianalisis berdasarkan atas harga konstan tahun 2000,
terlihat bahwa pertumbuhan PDB nasional pada periode tahun 2004-2013 tidak
menggambarkan laju pertumbuhan setinggi laju pertumbuhan PDB atas harga
berlaku. Data menunjukkan bahwa PDB tahun 2004 yang diukur atas dasar harga
konstan tahun 2000 adalah sekitar 1.656,5 triliun rupiah. Sementara itu, nilai PDB
pada tahun 2013 atas harga konstan tahun 2000 adalah 2.770,3 triliun rupiah.

Dengan menggunakan perhitungan PDB atas harga konstan tahun 2000,
dapat dikatakan bahwa PDB tahun 2013 tumbuh 1,67 kali dibandingkan PDB tahun
2004 (Gambar 3). Perubahan nilai PDB atas harga konstan tahun 2000 tersebut
hanya sekitar 0,42 kali dibanding dengan perbahan nilai PDB atas harga berlaku
pada periode yang sama, yaitu 3,96 kali. Keadaan ini mengindikasikan bahwa
volume barang dan jasa yang secara agregat dihasilkan selama periode tahun
20042013 hanya naik sebesar 1,67 kali, sedangkan pertumbuhan PDB selama
periode tersebut sebagian besar, yaitu 2,28 (3,96 dikurangi 1,67) kali disebabkan
oleh kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa angka
inflasi nilai rupiah selama periode 2004-2013 cukup besar, sehingga daya beli
masyarakat secara riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga
berlaku.
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Gambar 3. PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2004-2013

PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Sektor pertanian dalam arti luas (termasuk subsektor tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) merupakan salah satu sektor
penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor
pertanian dalam arti luas menyerap lebih dari 35% angkatan kerja. Di samping itu,
sektor pertanian dalam arti luas juga merupakan penghasil bahan baku bagi sektor
industri, selain juga sebagai pengguna input yang dihasilkan oleh sektor industri,
serta pengguna dari sektor jasa angkutan dan perdagangan.

Data menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004-2013 sektor pertanian
dalam arti luas masih memegang peran strategis dalam menciptakan pendapatan
bagi perekonomian nasional. Nilai PDB masing-masing sektor atas harga berlaku
selama periode tahun 2004-2013 tercantum dalam Gambar 4. Pada tahun 2004
PDB sektor pertanian dalam arti luas adalah Rp329,12 triliun, naik menjadi
Rp1.311,30 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,98 kali lipat. Sebagai
perbandingan, PDB sektor konstruksi adalah Rp151,25 triliun, naik menjadi
Rp907,27 triliun pada tahun 2013, atau naik 6 kali lipat. Demikian halnya dengan
PDB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 adalah Rp205,25 triliun,
naik menjadi Rp1.020,77 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,97 kali lipat.

Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku untuk sektor industri
pengolahan pada tahun 2004 adalah Rp644,34 triliun, naik menjadi Rp2.152,59
triliun, atau naik sebesar 3,34 kali lipat. Adapun PDB atas dasar harga berlaku untuk
sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2004 adalah sebesar Rp368,56
triliun, naik menjadi Rp1.301,51 triliun, atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Kondisi
demikian menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri dan jasa perdagangan
yang diharapkan dapat dijadikan motor penggerak ekonomi, setelah menurunnya
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peran sektor pertanian dalam arti luas, tidak dapat direalisasikan dalam periode
tahun 2004-2013 ini.
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Gambar 4. PDB Atas Harga Berlaku Menurut Sektor, 2004-2013

Perubahan nilai PDB pada masing-masing sektor pada periode tahun 2004-
2013 mengubah komposisi sumbangan masing-masing sektor dalam PDB nasional.
Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan perubahan komposisi sumbangan masing-
masing sektor terhadap PDB atas dasar harga berlaku untuk tahun 2004 dan 2013.
Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14% dari
total PDB nasional. Peran sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak mengalami
perubahan yang nyata, sehingga sumbangan sektor ini pada tahun 2013 masih
tetap, yaitu 14%.
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Jasa-jasa
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Sumber: BPS (2014), diolah
Gambar 5. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2004
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Gambar 6. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2013

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan sumbangannya terhadap PDB
nasional adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor
pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor-sektor yang
mengalami penurunan sumbangannya terhadap PDB nasional adalah sektor industri
pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan
restoran, serta sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.

Gambar 7 menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan kuartal ke kuartal
untuk sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran dalam periode tahun 2004-2013. Selama periode
tahun 2004-2013, sektor pertanian dalam arti luas tumbuh relatif stabil dengan laju
pertumbuhan rata-rata 3,53%. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 4,83% terjadi
pada tahun 2008, yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia, kemudian turun
menjadi 3,96% pada tahun 2009 dan menjadi 3,01% pada tahun 2010. Laju
pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas meningkat kembali menjadi 3,37%
pada tahun 2011 dan menjadi 4,20% pada tahun 2012, tetapi kemudian turun
kembali menjadi 3,54% pada tahun 2013.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama periode 2004-2013
menunjukkan adanya fluktuasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor industri pengolahan tumbuh
dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,83%, dengan laju pertumbuhan terendah
sebesar 2,21% pada tahun 2009, yaitu satu tahun setelah krisis, sedangkan
pertumbuhan tertinggi sebesar 6,38% pada tahun 2004. Sebagaimana yang terjadi
pada sektor lainnya, setelah tahun 2009, laju pertumbuhan sektor ini cenderung
meningkat kembali.
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Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q) Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan
Perdagangan, 2004-2013

Pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama periode
tahun 2004-2013 menunjukkan pola fluktuasi yang tertinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan di sektor pertanian dalam arti luas, dan pertumbuhan di sektor
industri pengolahan. Selama periode ini, sektor perdagangan, hotel dan restoran
tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,95%. Pertumbuhan tertinggi sebesar
9,24% terjadi pada tahun 2011, yaitu tiga tahun setelah terjadinya krisis ekonomi
global tahun 2008. Pertumbuhan terendah sebesar 1,28% per tahun terjadi pada
tahun 2009, yaitu satu tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global.

PERAN SUBSEKTOR TANAMAN BAHAN MAKANAN, PERKEBUNAN,
DAN PETERNAKAN DALAM SEKTOR PERTANIAN

Pada tahun 2000 sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor
tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB adalah sekitar
12,24%, dan sumbangannya terhadap PDB tanpa migas adalah 13,96%.
Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung menurun selama periode
tahun 2000-2013 (Gambar 8). Pada tahun 2013 sumbangan sektor pertanian
terhadap PDB turun menjadi 10,59% dan sumbangan sektor pertanian terhadap
PDB tanpa migas menjadi 11,43%.

Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB
mengindikasikan bahwa sudah terjadi proses transformasi perekonomian nasional,
yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor
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pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor
lainnya. Semakin mengecilnya selisih sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit
terhadap PDB tanpa migas dengan sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit
terhadap PDB menunjukkan bahwa dominasi migas dalam perekonomian nasional
juga relatif menurun.
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Gambar 8. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan terhadap
PDB, 20002013

Sumbangan masing-masing subsektor tanaman bahan makanan, tanaman
perkebunan, dan peternakan terhadap PDB nasional atas harga berlaku selama
periode tahun 2000-2013 dapat dilihat pada Gambar 9. Pada tahun 2000
sumbangan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDB masih sekitar 8,08%.
Sumbangan subsektor tanaman bahan makanan cenderung menurun sehingga
menjadi 6,85% pada tahun 2013. Sumbangan subsektor ini pada saat pascakrisis
ekonomi global tahun 2008 ternyata masih cukup tinggi, yaitu di atas 7% pada
tahun 2009 hingga tahun 2011.

Sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB pada tahun 2000
masih sekitar 2,34%. Sumbangan subsektor ini terhadap PDB mengalami
kecenderungan menurun, hingga pada tahun 2013 menjadi 1,93%. Dilihat dari pola
perkembangan sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB selama
periode tahun 2000-2013, tidak terlihat secara nyata adanya dampak krisis ekonomi
global tahun 2008.

Selama periode tahun 2000-2013 tidak terlihat adanya penurunan
sumbangan dari subsektor peternakan terhadap PDB nasional. Pada tahun 2000
sumbangan subsektor peternakan terhadap PDB nasional sekitar 1,82%. Pada tahun
2013 sumbangan subsektor ini masih tetap sekitar 1,83%. Ada kemiripan pola
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perubahan sumbangannya terhadap PDB dari tahun ke tahun antara subsektor
tanaman perkebunan dengan subsektor peternakan.
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Gambar 9. Sumbangan Masing-Masing Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan
Peternakan terhadap PDB, 2000-2013

Perkembangan sumbangan subsektor tanaman bahan makanan, subsektor
tanaman perkebunan, subsektor peternakan, dan gabungan subsektor kehutanan
dan perikanan terhadap PDB sektor pertanian dalam arti luas selama periode tahun
2004-2013 dapat dilihat pada Gambar 10. Sumbangan subsektor tanaman bahan
makanan pada tahun 2004 adalah 50,30%, turun menjadi 47,43% pada tahun
2013. Sumbangan subsektor tanaman perkebunan juga mengalami penurunan dari
15,08% pada tahun 2004, menjadi 13,37% pada tahun 2013. Sementara itu,
sumbangan subsektor peternakan dapat dikatakan stabil, yaitu sebesar 12,35%
pada tahun 2004, menjadi 12,60% pada tahun 2013. Adapun sumbangan dari
gabungan subsektor kehutanan dan perikanan cenderung meningkat dari 22,27%
pada tahun 2004, menjadi 26,60% pada tahun 2013.

Nilai PDB subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan
peternakan selama periode tahun 2004-2013 dapat dilihat pada Gambar 11.
Sebagai subsektor terbesar dalam kelompok ini, nilai PDB atas dasar harga berlaku
untuk subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2004 adalah Rp165,56 triliun,
naik menjadi Rp621,83 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,76 kali lipat.
Nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor tanaman perkebunan pada
tahun 2004 adalah Rp49,63 triliun, naik menjadi Rp175,25 triliun pada tahun 2013,
atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Sementara itu, nilai PDB atas dasar harga berlaku
untuk subsektor peternakan pada tahun 2004 adalah Rp40,63 triliun, naik menjadi
Rp165,16 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,06 kali lipat. Pertumbuhan
PDB dari kuartal ke kuartal selama periode tahun 2004-2013 untuk subsektor
tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan dapat dilihat pada
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Gambar 12. PDB subsektor tanaman bahan makanan selama periode tahun 2004—
2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,13%. Pertumbuhan terendah,
yaitu sebesar 1,64% terjadi pada tahun 2010, dan pertumbuhan tertinggi adalah
6,06% terjadi pada tahun 2008. Dari grafik pola pertumbuhan dapat dilihat bahwa
subsektor tanaman bahan makanan mendapatkan dampak negatif dari krisis
ekonomi global selama dua tahun setelah krisis. Pertumbuhan subsektor ini baru
menunjukkan gejala pemulihan setelah tahun 2011.
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Gambar 10. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan
Peternakan terhadap PDB Sektor Pertanian dalam Arti Luas, 2004-2013

700
600
500

-t

H P S P D O > : .
D & >
BRI Tt LB S

Triliun Rupiah
o

o o

® Tanaman Bahan Makanan = Tanaman Perkebunan = Peternakan

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: *Angka sementara
**Angka sangat sementara

Gambar 11. PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, 2004-
2013
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Subsektor tanaman perkebunan selama periode 2004-2013 tumbuh dengan
laju pertumbuhan kuartal ke kuartal rata-rata sebesar 3,57%. Pertumbuhan
terendah sebesar 0,40 terjadi pada tahun 2004, sedangkan pertumbuhan tertinggi
sebesar 6,22% terjadi pada tahun 2012. Pola pertumbuhan tanaman perkebunan
juga menunjukkan adanya dampak negatif dari krisis perekonomian global tahun
2008. Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan cenderung turun dari tahun
2007 sebesar 4,55%, menjadi 1,73% pada tahun 2009. Namun, pertumbuhan
subsektor ini cenderung meningkat lagi setelah tahun 2009 hingga mencapai
puncaknya sebesar 6,22% pada tahun 2012 (Gambar 12).

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman
perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan
menunjukkan pola yang paling stabil. Selama periode tahun 2004-2013, subsektor
peternakan tumbuh dengan laju rata-rata 3,67%. Pertumbuhan terendah sebesar
2,13% terjadi pada tahun 2005, dan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,78% terjadi
pada tahun 2011. Tidak terlihat secara nyata dampak negatif dari krisis ekonomi
global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan subsektor
peternakan.
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Gambar 12. Laju Pertumbuhan (Q to Q) PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan
Peternakan, 2004-2013

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Di samping pertumbuhan PDB, alat ukur yang sering dipakai untuk mengukur
tingkat perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah adalah distribusi
pendapatan per kapita. Ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah dapat
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diukur dengan indeks Gini. Nilai indeks Gini yang rendah menunjukkan kecilnya
ketimpangan pendapatan di suatu daerah, dan sebaliknya, nilai indeks Gini yang
tinggi di suatu daerah menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.
Sesuai dengan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per
kapita didekati dengan pengeluaran per kapita. Tabel 1 menunjukkan nilai indeks
Gini yang semakin besar, khususnya selama periode 2009-2013, yang menunjukkan
semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia.

Gambar 13 menunjukkan keadaan indeks Gini per provinsi se-Indonesia pada
tahun 2007, diurut dari yang rasio terkecil sampai yang terbesar. Indeks Gini yang
terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,259,
sedangkan indeks Gini tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,412. Adapun
indeks Gini rata-rata untuk Indonesia adalah 0,364. Lima provinsi dengan nilai
indeks Gini yang terendah, secara berturut-turut adalah Kepulauan Riau, Aceh,
Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Lima provinsi dengan nilai
indeks Gini terbesar berturut-turut adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Lampung, dan Papua.

Tabel 1. Dinamika Pendapatan Nasional per Kapita dan Indeks Gini, 2003-2013

Pendapatan (Rp juta/kap/thn)

Tahun Indeks Gini
Harga Berlaku Harga Konstan
2003 6,17 6,17 0,329
2004 7,02 6,08
2005 7,54 6,19 0,363
2006 8,11 6,26
2007 9,19 6,61 0,364
2008 11,01 6,85 0,350
2009 13,01 7,03 0,370
2010 15,22 7,39 0,380
2011 19,09 7,93 0,410
2012 20,94 7,99 0,410
2013 23,97 8,49 0,413
Pertumbuhan (%/thn)
2003-2008 18,75 4,86 1,13
2009-2013 11,26 4,36 341

Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 14. menunjukkan gambaran indeks Gini per provinsi se-Indonesia
pada tahun 2013. Data diurut dari rasio terkecil sampai rasio yang terbesar. Seperti
yang terjadi pada tahun 2007, indeks Gini terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan nilai 0,313 atau naik 20,85% dari nilai tahun 2007.
Demikian halnya dengan Provinsi Papua yang mempunyai indeks Gini terbesar di
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Indonesia pada tahun 2007, tetap menjadi provinsi dengan indeks Gini terbesar

pada tahun 2013 dengan nilai 0,442%, atau naik 7,28% dari nilai tahun 2007.
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Gambar 14. Indeks Gini Pengeluaran per Provinsi, 2013
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Rata-rata indeks Gini pada tahun 2013 untuk Indonesia adalah 0
naik 13,46% dari nilai pada tahun 2007. Dari Gambar 14 juga dapat diketahui

bahwa lima provinsi dengan indeks Gini terendah berturut-turut adalah Kepulauan
Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, Jambi, dan Sulawesi Barat. Lima provinsi

dengan indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Papua Barat, DKI Jakarta,

Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Papua.
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Dengan membandingkan Gambar 13 terhadap Gambar 14, dapat diketahui
bahwa ada provinsi yang tetap pada posisi lima terendah dan lima tertinggi indeks
Gininya. Dua provinsi yang tetap pada posisi lima terendah indeks Gininya adalah
Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh. Adapun tiga provinsi yang tetap pada posisi
lima terbesar indeks Gininya adalah DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua. Provinsi
yang melonjak nilai indeks Gininya adalah Papua Barat, yang pada tahun 2007
masih berada di posisi lima indeks Gini yang terendah, menjadi lima indeks Gini
tertinggi pada tahun 2013.

DINAMIKA PDRB MENURUT WILAYAH SE-INDONESIA

Di tingkat regional penggunaan PDB sebagai indikator perekonomian disebut
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai-nilai dalam PDRB menggambarkan
kinerja perekonomian makro di tingkat regional pada periode tertentu. Adanya
faktor perbedaan kondisi perekonomian dan penguasaan sumber daya antardaerah
menyebabkan struktur PDRB menjadi bervariasi antardaerah.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan ekonomi
nasional, pemerintah telah menyusun arahan strategis yang tersusun dalam suatu
dokumen masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI ditetapkan melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 dan berlaku untuk periode pembangunan
2011-2025. Terdapat enam koridor ekonomi dalam MP3EI, yaitu Sumatera, Jawa,
Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, 2010).

Koridor ekonomi Sumatera sebagai pusat pembangunan pengolahan hasil
bumi dan sumber energi nasional. Koridor Jawa untuk mendorong industri dan jasa
nasional. Koridor Kalimantan untuk pusat pengolahan hasil bumi dan hasil tambang
nasional. Koridor Sulawesi untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara
untuk pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan Koridor
Maluku dan Papua untuk pengembangan pangan perikanan, energi, dan
pertambangan nasional.

Sebagaimana yang berlaku pada PDB, pertumbuhan PDRB juga menunjukkan
besarnya pertumbuhan perekonomian regional/wilayah untuk periode pembangunan
tertentu. Dari Gambar 15 terlihat bahwa selama periode 2004-2011 pembangunan
di Jawa lebih maju sehingga tingkat perekonomian masyarakatnya lebih baik
dibandingkan wilayah lain di luar Jawa (Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan terlebih Papua). Hal ini terlihat dari akumulasi nilai PDRB di
provinsi-provinsi di Jawa yang lebih tinggi dibanding di wilayah luar Jawa (Gambar
15). Secara akumulatif nilai PDRB di Jawa meningkat dari Rp957,6 triliun menjadi
Rp1.446,8 triliun pada periode di atas, atau tumbuh dengan laju 5,9%/tahun. Di
wilayah lain pencapaian PDRB tidak lebih dari Rp600 triliun, terlebih di Maluku dan
Papua.
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Perbedaan nilai PDRB yang terlalu jauh mengesankan ketimpangan ekonomi
yang cukup besar antara provinsi-provinsi di Jawa dengan provinsi lain di luar Jawa,
khususnya Kawasan Timur Indonesia. Indikasi ketimpangan ekonomi antarprovinsi
sebelumnya juga dikemukakan oleh Kasryno dan Soeparno (2012) pada analisis
terkait perspektif kebijakan MP3EI. Menurut Firdaus (2013) ketimpangan
pembangunan adalah masalah historis yang dialami setiap negara. Dengan pola
perkembangan PDRB seperti pada Gambar 15 dapat dikatakan bahwa
pembangunan ekonomi di luar Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, perlu
lebih diintensifkan agar ketimpangan dapat segera dikurangi.

Perubahan secara temporal besaran dan laju PDRB penting diketahui para
pengambil kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini karena data PDRB juga dapat
memberikan informasi gambaran pencapaian hasil pembangunan di wilayahnya.
Tabel 2-Tabel 4 memperlihatkan bagaimana variasi perkembangan PDRB di 33
provinsi di Indonesia. Dapat disimak bahwa kecuali Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), seluruh provinsi memiliki PDRB yang berkembang dengan laju positif. Hal ini
mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu analisis
(2004-2011) masih meningkatkan kinerja perekonomian masyarakat. Perkem-
bangan PDRB dengan laju negatif hanya terdapat di Provinsi NAD. Laju negatif
disebabkan terjadi penurunan nilai PDRB tahun 2005-2011 dibanding nilai PDRB
tahun 2004. Pada tahun 2004 nilai PDRB terbesar terdapat di Provinsi DKI Jaya
(Rp278.525 miliar) diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp242.228,9 miliar) dan Jawa Barat
(Rp230.003 miliar), sedangkan nilai PRDB terendah adalah di Provinsi Gorontalo
(Rp1.891,7 miliar).
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Sumber: BPS (2014), diolah
Gambar 15. Perkembangan PDRB Menurut Wilayah, 2004-2011

Untuk tahun 2011 prestasi PDRB terbesar masih dipegang oleh Provinsi DKI

Jaya (Rp422.162 miliar). Urutan berikutnya adalah Provinsi Jatim (Rp366.985 miliar)
diikuti Jawa Barat (Rp343.111 miliar). Adapun nilai PDRB terendah terdapat di
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Provinsi Gorontalo (Rp3.142 miliar), kemudian diikuti Provinsi Maluku Utara
(Rp3.230 miliar). Nilai PDRB pada Tabel 2-Tabel 4 mengesankan bahwa kondisi
perekonomian di tingkat regional cukup bervariasi dalam besaran angka sehingga
indikasi ketimpangan juga jelas terlihat. Secara umum perekonomian provinsi-
provinsi di Jawa memiliki skala atau tingkatan lebih besar dibanding provinsi lain di
Luar Jawa. Akan tetapi, pertumbuhan perekonomian di Jawa relatif tidak berbeda
jauh dengan provinsi lain di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku,
maupun Papua.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004-2011

o PDRB (Rp Juta)
Provinsi
2004 2011** Laju (%/tahun)
NAD 40.374.282 34.781.000 -3,89
Sumut 83.328.949 126.450.000 5,59
Sumbar 27.578.137 41.277.000 5,50
Riau 75.216.719 102.607.000 4,22
Jambi 11.953.885 18.964.000 5,81
Sumsel 47.344.395 68.012.000 4,72
Bengkulu 5.896.255 8.869.000 5,43
Lampung 28.262.289 40.829.000 4,80
Babel 8.414.980 11.575.000 3,87
Kepri 28.509.063 43.817.000 5,69

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 3. Perkembangan PDRB di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2004-2011

o PDRB (Rpjuta)
Provinsi -
2004 2011%* Laju (%/tahun)
DKI 278.524.822 422.162.000 5,46
Jabar 230.003.496 343.111.000 5,34
Jateng 135.789.872 198.226.000 4,99
DIY 16.146.424 22.129.000 4,12
Jatim 242.228.892 366.985.000 5,32
Banten 54.880.407 94.222.000 8,25
Bali 19.963.244 30.754.000 6,01
NTB 14.928.175 19.433.000 4,10
NTT 9.446.770 13.249.000 4,48

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara
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Tabel 4. Perkembangan PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004—

2011
o PDRB (Rp juta)
Provinsi
2004 2011** Laju (%/tahun)

Kalbar 22.483.015,4 32.101.000 4,72
Kalteng 13.253.081,2 20.071.000 5,40
Kalsel 22.057.201,2 32.554.000 5,23
Kaltim 91.050.429,1 115.243.000 2,87
Sulut 12.149.501,3 19.736.000 6,52
Sulteng 10.925.464,7 19.241.000 7,28
Sulsel 37.291.394,1 55.116.000 5,00
Sultra 7.480.180,34 12.662.000 6,71
Gorontalo 1.891.763,28 3.142.000 6,65
Sulbar - 5.238.000 7,29%
Maluku 3.101.995,94 4.507.000 4,75
Malut 2.128.208,25 3.230.000 5,24
Papbar 4.969.210,33 11.915.000 6,14
Papua 16.282.967,6 21.135.000 3,57

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005-2011
**Angka sangat sementara

PERUBAHAN PDRB PERTANIAN ANTARWILAYAH

Dalam struktur PDB Indonesia, pertanian masih menjadi lapangan usaha
utama karena peran sektor tersebut yang strategis. Tidak hanya menjadi sumber
produksi pangan dan penyumbang nilai PDB, sektor pertanian juga sebagai
penampung tenaga kerja yang besar. Menurut pemikiran teori pembangunan
modern, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB akan semakin
berkurang dengan semakin majunya perekonomian suatu negara atau wilayah
(Todaro, 2000), tetapi penurunan kontribusi tersebut akan terkompensasi oleh
peningkatan kontribusi peran sektor lain (sekunder atau tersier). Penurunan
kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB seharusnya juga diikuti oleh
penurunan peran sebagai penampung tenaga kerja.

Sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah sektor pertanian dalam
arti luas, yaitu yang tidak hanya mencakup tanaman bahan pangan, perkebunan,
peternakan, dan hasil turunannya, tetapi juga mencakup produk perikanan dan
kehutanan (Pusdatin, 2013) yang pengelolaannya di luar tugas pokok dan fungsi
Kementerian Pertanian. Pertanian dalam arti sempit adalah jika nilai tambah produk
perikanan dan kehutanan dikeluarkan dari perhitungan.
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Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) akumulasi modal, yang meliputi semua
bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan
sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk, yang nantinya akan mendorong
pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.
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Gambar 16. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Luas Menurut Wilayah, 2004-2011

Indikasi ketimpangan juga dapat diamati di tingkat sektoral, khususnya sektor
atau lapangan usaha pertanian (pertanian dalam arti luas maupun sempit). Jika
dibandingkan antarwilayah tampak bahwa nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa
lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa selama periode 2004-2011 (Gambar 16
dan Gambar 17). Nilai PDRB pertanian dalam arti luas di Jawa meningkat dari
Rp114,7 triliun menjadi Rp140,9 triliun selama kurun 2004-2011, sedangkan PDRB
pertanian dalam arti sempit meningkat dari Rp104,9 triliun menjadi Rp127,1 triliun
dalam periode yang sama; atau masing-masing meningkat dengan laju 3,1%/tahun
dan 3,0%/tahun. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa sektor pertanian di
Jawa memiliki kinerja relatif lebih baik daripada sektor pertanian di tempat lain.

Secara implisit peningkatan PDRB pertanian tersebut juga mengindikasikan
bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya (faktor-faktor produksi) untuk
pengembangan pertanian dan perekonomian secara umum lebih intensif di Jawa
dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Jumlah penduduk Jawa yang besar diduga
menjadi salah satu faktor pendorong naiknya kebutuhan dasar kehidupan.
Peningkatan kebutuhan dasar tersebut memicu kenaikan permintaan terhadap
berbagai produk barang dan jasa. Semakin besarnya tingkat permintaan akhirnya
akan mendorong aktivitas produksi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan
menjadi lebih intensif.

Telah disebutkan bahwa pemerintah melalui program MP3EI berencana
mengalihkan sentra pertumbuhan pertanian dari Jawa ke Sulawesi dan mendorong
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pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa. Memerhatikan ketersediaan faktor
sumber daya dan kinerja sektor pertanian di Jawa serta berbagai kendala yang ada,
rencana pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa hendaknya tetap dapat
memberikan prioritas pada jenis industri dan jasa yang menggunakan output
pertanian sebagai bahan/faktor produksi (input industri). Tujuannya agar sektor
pertanian yang sudah berkembang di Jawa dapat dipertahankan. Jika
pengembangan industri dan jasa dalam program MP3EI tidak disinkronkan dengan
upaya pengembangan hasil pertanian, sumber daya pertanian yang sudah tersedia
dan atau siap olah dikhawatirkan akan kurang termanfaatkan sehingga akan
berdampak pada penurunan kinerja dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
di wilayah Jawa. Sebagaimana analisis Kasryno dan Soeparno (2012), implementasi
MP3EI di koridor Jawa dan upaya mengalihkan sentra pertanian ke Sulawesi
diperkirakan akan menurunkan kinerja ketahanan pangan nasional.
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Sumber: BPS (2014), diolah
Gambar 17. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Sempit Menurut Wilayah, 2004-2011

Dari Gambar 16 dan Gambar 17 terlihat jelas bahwa Jawa tidak hanya
memiliki nilai PDRB pertanian yang lebih besar tetapi juga kemiringan (s/ope) PDRB
yang relatif lebih tajam sehingga mengesankan perkembangan perekonomian Jawa
yang lebih progresif dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Apabila sentra pertanian
yang sudah mapan ditinggalkan dan beralih ke lokasi lain yang belum berkembang,
di samping membuat investasi pertanian yang sudah ada di Jawa menjadi sia-sia,
dikhawatirkan juga akan mengganggu kinerja produksi pangan, di tingkat regional
maupun nasional, dan juga mengganggu (menurunkan) kesejahteraan petani.

Perkembangan PDRB pertanian selama periode 2004-2011 tidak
menunjukkan pola berbeda dari pola umum perkembangan PDRB wilayah (Tabel 5-
Tabel 7). Akan tetapi, terdapat indikasi yang menarik bahwa laju perkembangan
PDRB pertanian provinsi-provinsi di Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan laju
perkembangan PDRB pertanian di luar Jawa meskipun pencapaian nominal PDRB
pertanian di Jawa tetap lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Situasi demikian
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diduga tidak lepas dari pengaruh fenomena perlambatan laju produksi (khususnya
pangan) yang sudah terjadi cukup lama di Jawa. Wilayah Jawa masih mendominasi
produksi subsektor pangan, tetapi dengan laju peningkatan yang semakin rendah.
Faktor lain yang diduga turut berpengaruh terhadap perlambatan sektor pertanian
adalah laju pertumbuhan ekspor yang rendah (Bank Indonesia, 2013).

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004-2011

Sektor Pertanian Arti Luas Sektor Pertanian Arti Sempit
Provinsi (Rp juta) (Rp juta)

2004 2011%* (Of/lt‘ﬁ]) 2004 2011%* (Oﬁ%)
NAD 8.068.976 9.350.000 1,20 6.121.251 7.277.000 1,36
Sumut 21.465.423 29.376.000 4,10 18.041.705 24.731.000 4,09
Sumbar 6.937.173  9.415.000 4,56 5.649.917 7.857.000 4,96
Riau 12.464.887 17.354.000 4,80 6.628.956  10.529.000 5,98
Jambi 3.643.691  5.581.000 6,00 3.197.549 5.103.000 6,56
Sumsel 9.261.544 13.132.000 491 7.035.474  10.340.000 5,55
Bengkulu 2.344.921 3.283.000 5,22 1.975.348 2.874.000 5,73
Lampung 11.951.916 15.628.000 4,09 10.306.575 13.110.000 3,38
Babel 1.883.821  2.596.000 3,86 1.233.476 1.752.000 3,96
Kepri 1.388.219  1.871.000 4,36 377.277 513.000 3,82

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa
Tenggara, 2004-2011

Sektor Pertanian Arti Luas Sektor Pertanian Arti Sempit

Provinsi 2004 2011% (051?/];1) 2004 2011% (oﬁt‘;‘)
DKI 287.574 306.000 1,03 198.583 199.000 0,13
Jabar 34.457.717 42.101.000 3,30 31.921.617 39.552.000 3,59
Jateng 28.606.237  35.422.000 3,29 26.390.791 32.763.000 3,37
DIY 3.052.935 3.555.000 3,35 2.815.790 3.267.000 3,29
Jatim 43.331.493  52.629.000 2,77 39.049.115 45.240.000 1,81
Banten 4.930.267  6.921.000 4,34 4.487.676 6.110.000 3,76
Bali 4.406.176 5.874.000 4,75 3.583.528 4.636.000 3,87
NTB 3.841.308  4.727.000 2,67 3.326.767 4.056.000 2,45
NTT 4.022.907  4.760.000 2,95 3.637.039 4.251.000 2,78

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara
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Tabel 7. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua, 2004-2011

Sektor Pertanian Arti Luas Sektor Pertanian Arti Sempit

Provinsi 2004 2011%* (of/]t%) 2004 2011%* (oﬁt‘f,l)
Kalbar 5.715.853  7.911.000 4,66 4.815.838  6.870.000 5,03
Kalteng 5.240.883  6.002.000 1,33 3.538.349  4.561.000 2,99
Kalsel 5.403.507  7.544.000 522 4.146.698  5.901.000 5,73
Kaltim 6.153.325  7.619.000 2,39 2.472.029  3.641.000 5,89
Sulut 2.617.084  3.595.000 4,62 1.994.000 2.724.000 4,68
Sulteng 4.972.230  7.529.000 5,38 3.732.595  5.638.000 5,42
Sulsel 12.321.030 14.737.000 2,49 9.622.378 10.896.000 1,87
Sultra 2.798.071  3.669.000 4,68 1.970.087  2.347.000 3,54
Gorontalo 575.307 886.000 6,40 477.413 717.000 6,15
Sulbar 0  2.420.000 17,25 0 2.059.000 16,45
Maluku 1.058.272 1.378.000 3,29 527.740 660.000 3,14
Malut 759.077 1.093.000 531 606.784 897.000 5,72
Papbar 1.540.907  2.044.000 4,21 471.126 711.000 6,16
Papua 2.921.790  3.842.000 3,66 1.658.791 2.351.000 5,39

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005-2011
**Angka sangat sementara

Di wilayah Sumatera, sentra pertanian terdapat terutama di Provinsi
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Baik untuk pertanian dalam
arti luas maupun sempit keempat provinsi tersebut konsisten sebagai daerah
dengan PDRB pertanian yang relatif “besar” (di atas Rp10.000 miliar pada tahun
2011) dibanding provinsi lain di Sumatera (Tabel 5). Untuk di Jawa, daerah yang
merupakan sentra pertanian adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa
Tengah. Di ketiga provinsi ini nilai PDRB pertanian mencapai lebih dari Rp30.000
miliar. Adapun untuk Kawasan Timur Indonesia nilai PDRB yang lebih dari Rp10.000
miliar hanya terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari ketiga tabel (Tabel 5-Tabel
7) terlihat bahwa pulau Jawa masih berperan sebagai daerah sentra pertanian di
Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengembangan wilayah yang dicanangkan
pemerintah hendaknya tidak mengabaikan dan tetap mengakomodasi peran Jawa
tersebut agar kinerja sektor pertanian tidak terganggu.

Pada Tabel 8-Tabel 10 dapat disimak bahwa sebagian besar provinsi memiliki
pola perkembangan kontribusi sektor pertanian sesuai teori. Varian atau
penyimpangan pola hanya ditemukan di Provinsi NAD, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua. Di ketujuh provinsi
tersebut kontribusi (pangsa) sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB dari
tahun 2004 menuju tahun 2011 justru meningkat (lebih besar). Padahal, pada
periode yang sama, di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan (kecuali
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Kalimantan Timur), Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB menurun (berkurang).

Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian dalam arti luas di Jawa berkisar
0,1% (DKI) sampai 21,1% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 berubah
menjadi 0,1% sampai 17,9%, masing-masing untuk provinsi yang sama. Kontribusi
yang sangat rendah (seperti di Provinsi DKI) mengindikasikan peran sektor
pertanian tidak lagi menjadi andalan wilayah perkotaan ini.

Tabel 8. Pangsa Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Wilayah Sumatera, 2004 dan 2011 (%)

o Tanaman Pertanian Arti Pertanian Arti
Provinsi Pangan Ternak dan Kebun Luas Sempit
2004 2011** 2004 2011** 2004 2011** 2004 2011**
NAD 8,06 11,12 7,10 9,80 19,99 26,88 15,16 20,92
Sumut 9,19 7,43 12,46 12,13 25,76 23,23 21,65 19,56
Sumbar 12,76 11,44 7,73 7,59 25,15 22,81 20,49 19,03
Riau 2,19 1,95 6,62 8,32 16,57 16,91 8,81 10,26
Jambi 11,66 10,59 15,09 16,32 30,48 29,43 26,75 26,91
Sumsel 4,69 4,51 10,17 10,69 19,56 19,31 14,86 15,20

Bengkulu 18,11 16,69 15,39 15,72 39,77 37,02 33,50 32,41
Lampung 21,32 18,38 15,15 13,73 42,29 38,28 36,47 32,11
Babel 2,61 2,88 12,05 12,26 22,39 2243 14,66 15,14
Kepri 0,27 0,26 1,05 091 4,87 4,27 1,32 1,17

Sumber: BPS (2014), diolah Keterangan:
**Angka sangat sementara

Tabel 9. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, 2004
dan 2011 (%)

o Ternak dan . . Pertanian Arti
Provinsi Tanaman Pangan Kebun Pertanian Arti Luas Sempit
2004 2011%** 2004 2011%* 2004 2011** 2004 2011**
DKI 0,05 0,03 0,02 0,02 0,10 0,07 0,07 0,05

Jabar 10,80 9,26 3,07 2,27 1498 1227 13,88 11,53
Jateng 1523 12,39 4,21 414 21,07 1787 1944 16,53

DIY 14,19 11,98 3,25 2,78 1891 16,06 17,44 14,76
Jatm 10,41 7,84 5,72 449 17,89 1434 1612 12,33
Banten 5,83 4,10 2,35 2,38 8,98 7,35 8,18 6,48
Bali 11,66 9,34 6,29 574 22,07 19,10 17,95 15,07

NTB 1534 14,58 6,94 6,29 2573 2432 22,29 20,87
NTT 22,05 1740 1645 1469 42,58 3593 3850 32,09

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara
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Tabel 10. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
dan Papua, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi Ts;sg;in Telr(r;?)tgan Pertanian Luas Pertanian Sempit

2004  2011** 2004 2011** 2004 2011** 2004 2011**
Kalbar 9,83 9,84 11,59 11,56 25,42 24,64 21,42 21,40
Kalteng 7,53 4,41 19,17 18,31 39,54 29,90 26,70 22,72
Kalsel 10,97 10,37 7,83 7,75 24,50 23,17 18,80 18,13
Kaltim 1,23 1,23 1,48 1,93 6,76 6,61 2,72 3,16
Sulut 6,36 561 10,06 8,19 21,54 18,22 16,41 13,80
Sulteng 14,61 11,96 19,56 17,34 45,51 39,13 34,16 29,30
Sulsel 15,09 12,91 10,71 6,86 33,04 26,74 25,80 19,77
Sultra 7,95 562 18,39 12,91 37,41 28,98 26,34 18,54
Gorontalo 13,76 13,49 11,47 9,33 30,41 28,20 25,24 22,82
Sulbar - 16,25 - 23,06 - 46,20 - 39,31
Maluku 8,76 7,23 8,25 7,41 34,12 30,57 17,01 14,64
Malut 9,46 8,76 19,05 19,01 35,67 33,84 28,51 27,77
Papbar 511 3,04 4,37 2,93 31,01 17,15 9,48 597
Papua 8,43 8,82 1,76 2,30 17,94 18,18 10,19 11,12

Sumber: BPS (2014), diolah
Keterangan: **Angka sangat sementara

Jika subsektor perikanan dan kehutanan tidak diperhitungkan (sektor
pertanian dalam arti sempit), terlihat bahwa kontribusi pertanian terhadap PDB
(PDRB) menjadi lebih rendah lagi. Pada tahun 2004 berkisar 0,1% (DKI) sampai
19,4% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 menjadi 0,1% dan 16,5%
untuk provinsi yang sama. Di Jawa Barat dan Jawa Timur yang memiliki nilai PDRB
lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah ternyata kontribusi sektor pertaniannya lebih
rendah dibanding Jawa Tengah (Tabel 9). Pada tahun 2004 dan 2011 pangsa sektor
pertanian di kedua provinsi masing masing hanya 13,9% dan 11,5% (Jawa Barat)
serta 17,4% dan 14,8% (Jawa Timur).

Di wilayah Sumatera, kontribusi sektor pertanian secara luas pada tahun 2004
berkisar 4,9% (Kepulauan Riau) sampai 42,3% (Lampung). Pada tahun 2011,
besaran kontribusi berubah menjadi 4,3% (Kepulauan Riau) sampai 38,3%
(Lampung). Dari Tabel 8 terkesan bahwa di wilayah Lampung, dan Bengkulu sektor
pertanian memiliki peran lebih dominan terhadap perekonomian wilayah
dibandingkan di tempat lain. Kecenderungan seperti itu tidak berubah meskipun
perkebunan dan perikanan dikeluarkan dari perhitungan.

Di wilayah Kalimantan peran sektor pertanian dalam perekonomian masih
relatif dominan, kecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Tabel 10). Di Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB tahun 2004 bervariasi 24,5% sampai 39,5%. Adapun pada
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tahun 2011 nilai kontribusi bervariasi 23,2% sampai 29,9%. Bila dalam arti sempit
kisaran kontribusi pertanian berkurang menjadi 18,8% sampai 26,7% pada tahun
2004 dan pada tahun 2011 kisaran kontribusi berkurang menjadil 18,3% sampai
22,7%.

Sektor pertanian di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat juga masih
berperan strategis dalam perekonomian masyarakat. Pada tahun 2004 kontribusi
sektor pertanian umumnya mencapai lebih dari 30,0%. Hanya di Provinsi Sulawesi
Utara yang kontribusi sektor pertanian kurang dari 30,0%. Pada tahun 2011
besaran kontribusi sektor pertanian di beberapa provinsi di wilayah tersebut
mengalami penurunan sehingga yang bertahan di atas 30,0% hanya di Sulawesi
Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Kontribusi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi
Barat mencapai 46,2% di tahun 2011. Akan tetapi, angka ini tidak dapat
dibandingkan karena pada saat tahun 2004 data kontribusi belum tersedia.

Sektor pertanian secara internal terdiri atas beberapa subsektor, yaitu
tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Akan tetapi, pada data
yang digunakan untuk analisis ini, subsektor tanaman pangan digabungkan dengan
subsektor hortikultura. Demikian pula data subsektor peternakan digabung dengan
subsektor perkebunan sehingga sektor pertanian hanya terbagi atas subsektor
tanaman pangan dan subsektor peternakan dan perkebunan. Tabel 8-Tabel 10
menunjukkan bahwa wilayah yang kontrbusi tanaman pangannya lebih tinggi dari
kontribusi peternakan dan perkebunan meliputi Provinsi NAD, Sumatera Barat,
Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Sebaliknya, wilayah di mana
kontribusi peternakan dan perkebunan lebih tinggi dibandingkan kontribusi tanaman
pangan adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka
Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua
Barat.

KESIMPULAN

Selama periode 2004-2013 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik sebesar
3,96 kali lipat. Namun, PDB atas harga konstan tahun 2000 dalam periode yang
sama hanya naik sebesar 1,67 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa angka inflasi
nilai rupiah selama periode ini cukup besar, sehingga daya beli masyarakat secara
riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga berlaku.

Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14%
dari total PDB nasional. Selama periode 2004-2013 peran sektor pertanian terha-
dap PDB nasional tidak mengalami perubahan yang nyata, sehingga sumbangan
sektor ini pada tahun 2013 masih tetap, yaitu 14%.

Sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan,
perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB cenderung menurun dari 12,24% pada
tahun 2000 menjadi 10,59% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa telah
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terjadi transformasi ekonomi nasional dari sektor pertanian dalam arti sempit
sebagai sumber pendapatan nasional, menuju ke dominasi sektor nonpertanian
sebagai sumber pendapatan.

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman
perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan
menunjukkan pola yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan relatif kuatnya daya
tahan subsektor peternakan terhadap gejolak ekonomi nasional.

Pendapatan nasional per kapita selama periode 2003-2013 naik cukup
signifikan, baik pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku, maupun
pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 2000. Akan tetapi, pertumbuhan
pendapatan tersebut cenderung melambat pada periode 2009-2013.

Data BPS menunjukkan bahwa nilai indeks Gini untuk pendapatan per kapita
yang semakin besar, khususnya selama periode 2009-2013. Hal ini menunjukkan
semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia dari waktu ke waktu.
Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarwilayah. Pada tahun 2013 indeks Gini
terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan indeks Gini
terbesar terdapat di Provinsi Papua.

Selama periode 2004-2011 pertumbuhan PDRB di Jawa relatif lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan PDRB di luar Jawa. Hal ini menunjukkan adanya
akumulasi nilai ekonomi nasional di provinsi-provinsi di Jawa.

Nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa relatif lebih besar dibandingkan wilayah
luar Jawa. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa pembangunan sektor
pertanian di Jawa relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor pertanian di luar
Jawa.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung turun mengindikasikan
terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lain di luar
pertanian. Terkait dengan kecenderungan tersebut rumah tangga tani di perdesaan
perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk
menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan
kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Di samping itu, menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap
pendapatan nasional perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan insentif
bagi pengembangan sektor nonpertanian, seperti industri pengolahan hasil
pertanian dan industri perdesaan, yang diharapkan dapat menyerap kelebihan
tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas
pembangunan sarana dan prasarana pertanian di kawasan timur Indonesia, serta
mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan
pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor pertanian pada
khususnya. Demikian pula pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan program
reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya lahan dan
mengatasi meningkatnya kesenjangan pendapatan petani di perdesaan.
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DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA
PERDESAAN DI DESA SAWAH BERBASIS PADI

Erma Suryani dan Supriyati

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2014a), pendapatan rumah tangga adalah
seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota
rumah tangga yang diperoleh, baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha
rumah tangga, pendapatan lainnya, dan pendapatan yang berasal dari pemberian
pihak lain (transfer). Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga merupakan balas
jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, maupun pendapatan yang
berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Sumber pendapatan rumah tangga
digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendapatan sektor pertanian dan
nonpertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan
dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan, dan bagi hasil. Sumber
pendapatan dari sektor nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri
rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh
subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990). Pendapatan rumah tangga merupakan
salah satu indikator kesejahteraan ekonomi secara langsung, di samping pangsa
pengeluaran pangan, nilai tukar petani, kemiskinan, dan kecukupan kalori (Purwoto
et al., 2011).

Berdasarkan Survei Pendapatan Rumah Tangga, dalam periode 2004-2013 rata-
rata pendapatan rumah tangga usaha pertanian meningkat, dari Rp4,105 juta menjadi
Rp12,413 juta atau meningkat sekitar 200% (BPS, 2014b). Dilihat dari strukturnya,
pendapatan dari usaha pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total
pendapatan rumah tangga, yaitu 44% pada 2003 dan 46% pada tahun 2013. Dalam
periode tersebut, kontribusi pendapatan dari berburuh di sektor pertanian dan usaha di
luar sektor pertanian cenderung menurun, sementara pendapatan berburuh di luar
sektor pertanian cenderung meningkat.

Dari sumber yang sama, struktur pendapatan dari usaha pertanian dalam periode
2004-2013 dapat disampaikan sebagai berikut: (1) kontribusi pendapatan terbesar
adalah dari tanaman perkebunan (sekitar 33%), tidak terjadi pergeseran, bahkan
kontribusi cenderung meningkat; (2) kontribusi pendapatan dari tanaman padi
menduduki peringkat kedua, yaitu sekitar 25%; (3) kontribusi pendapatan dari tanaman
hortikultura cenderung menurun, dan kontribusinya sekitar 10%; dan (4) kontribusi
pendapatan dari tanaman palawija relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan dari
tanaman padi, hanya sekitar 7% dan mengalami kecenderungan menurun.

Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) menunjukkan bahwa usaha pertanian
di Indonesia didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Hal ini tercermin dari
besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan
perusahaan pertanian berbadan hukum atau jenis usaha pertanian lainnya. Jumlah
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rumah tangga usaha pertanian di Indonesia hasil ST2013 tercatat sebanyak 26,14
juta rumah tangga, menurun sebesar 16,32% dari hasil Sensus Pertanian 2003
(ST2003) yang tercatat sebanyak 31,23 juta rumah tangga. Provinsi Jawa Timur
merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu
sebanyak 4,98 juta rumah tangga, sedangkan Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai
provinsi dengan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak (Badan
Pusat Statistik, 2013, 2014b). Usaha pertanian di tingkat rumah tangga yang banyak
diusahakan adalah tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan. Jumlah
rumah tangga petani padi paling dominan dibandingkan dengan rumah tangga
lainya, yaitu sekitar 14 juta. Pada periode 2003-2013, terjadi penurunan jumlah
rumah tangga petani padi sebesar 0,41%. Dengan demikian, menjadi penting untuk
mengkaji dinamika di perdesaaan sawah berbasis padi. Secara khusus tujuan
penulisan makalah ini adalah (1) mengkaji dinamika pendapatan rumah tangga
(nominal dan riil); (2) mengkaji struktur pendapatan rumah tangga; dan (3)
mengkaji distribusi pendapatan rumah tangga.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam analisis adalah data rumah tangga yang
bersumber dari data Patanas pada tipe desa sawah berbasis padi tahun 2007 dan
2010 di lima provinsi sentra produksi padi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, yang mencakup 14 desa di 14
kabupaten. Sebaran desa contoh Patanas dengan tipe desa sawah berbasis padi
ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Desa Contoh Patanas Berbasis Padi Sawah Menurut Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan dan Desa, 2007 dan 2010

No.  Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa
1.  Sumut Batu Bara Lima Puluh Kwala Gunung
Serdang Bedagai Perbaungan Lidah Tanah
2. Jabar Indramayu Lelea Tugu
Subang Cipunegara Simpar
Karawang Kutawaluya Sindangsari
3. Jateng Cilacap Majenang Padangsari
Klaten Karang Dowo Demangan
Sragen Karang Malang Mojorejo
Pati Jakenan Tambah Mulyo
3. Jatim Jember Jombang Padomasan
Banyuwangi Genteng Kaligundo
Lamongan Sekaran Sungegeneng
4, Sulsel Sidrap Watang Pulu Carawali
Luwu Lamasi Salujambu

Sumber: Irawan et a/. (2007), Susilowati et a/. (2010)
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Pada tulisan ini dilakukan agregasi menurut provinsi, yaitu Jawa Barat
(Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Utara (Sumut), dan
Sulawesi Selatan (Sulsel). Responden penelitian Patanas 2007 adalah rumah tangga
pemilik lahan dan penggarap usaha tani padi sebanyak 25 rumah tangga pada
masing-masing desa. Pada Penelitian Patanas 2010, responden diperluas tidak
hanya petani, namun ditambah dengan buruh tani, usaha nonpertanian, dan buruh
nontani. Dengan demikian, jumlah responden per desa sebanyak 40 rumah tangga,
yang terdiri dari 4 kelompok menurut jenis pekerjaan utama, yaitu (a) petani, (b)
buruh tani, (¢) usaha nonpertanian, dan (d) buruh nonpertanian.

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya
tingkat pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan rumah tangga, dan
struktur pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga
antarwaktu dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya daya beli rumah
tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Analisis struktur pendapatan rumah tangga
dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian
mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Distribusi pendapatan
rumah tangga yang diukur dengan indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator
ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan
aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi.

Metode analisis untuk mengetahui dinamika pendapatan secara nominal
adalah dengan menghitung pertumbuhannya dengan rumus (1), sementara untuk
mengetahui dinamika pendapatan riil dilakukan dengan mendeflasi pendapatan
nominal dengan harga beras. Harga beras yang digunakan sebagai deflator adalah
modus harga beras di masing—masing desa.

R = (Y- Yi1)/ Vi1 x 100% (€))
dimana: R = pertumbuhan periode awal dan akhir (%)
Y, = pendapatan tahun akhir
Y1 = pendapatan tahun awal

Untuk menghitung parameter struktur pendapatan rumah tangga menurut
sumbernya digunakan rumus sebagai berikut:

Py = {Zn: in/{ii xij1|x 100% )
-1 U

pangsa sumber pendapatan ke-k terhadap total
pendapatan rumah tangga contoh (%)

di mana: Pn

Xii = pendapatan dari sumber pendapatan ke-k dari rumah
tangga ke-/

X; = pendapatan dari sumber pendapatan ke-j dari rumah
tangga ke-/
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Untuk mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga, digunakan suatu
indeks sebagai ukuran ketimpangan, yaitu indeks Gini yang diformulasikan sebagai
berikut (Glewwe, 1986; Adams et al,, 1995 dalam Susilowati et al., 2010):

2
G(y)= _Cov(y,p(y)) ©)
y 1 1
dimana: G{y) = indeks Gini total pendapatan rumah tangga

y = rata-rata pendapatan rumah tangga

Y, = total pendapatan rumah tangga ke-/

p(y;) = urutan pendapatan petani, yaitu p = 1 untuk urutan rumah
tangga berpendapatan terendah dan p = £ untuk urutan
rumah tangga berpendapatan tertinggi

n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi termasuk kategori timpang
apabila nilai G > 0,5; kategori sedang bila 0,1 < G < 0,5; dan kategori ketimpangan
ringan apabila G < 0,4.

DINAMIKA PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Lahan merupakan aset utama bagi rumah tangga petani dan merupakan
faktor produksi utama dalam usaha tani. Lahan berkontribusi terhadap pendapatan
rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usaha tani) lewat luasnya dan
atau kesuburannya. Maksudnya, pada lahan dengan tingkat kesuburan tertentu
pendapatan dari usaha tani akan semakin tinggi dengan semakin luasnya lahan
garapan. Di sisi lain, pada luas lahan tertentu pendapatan dari usaha tani akan
semakin tinggi dengan semakin tingginya tingkat kesuburan tanah vyang
bersangkutan (Purwoto et al,, 2011).

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penguasaan lahan rumah
tangga pada tipe lahan sawah berbasis padi cenderung menurun, bahkan di Sumut
terjadi penurunan yang relatif besar dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan di
Sulsel cenderung meningkat (Tabel 2). Menurut Susilowati et a/ (2010), penurunan
terjadi pada lahan sawah dan lahan perkebunan. Penurunan luas total pemilikan
lahan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penguasaan lahan selama tiga tahun
terakhir mengalami penurunan, walaupun secara rata-rata tidak besar. Hal ini
disebabkan adanya transaksi jual-beli, hibah, atau warisan. Peningkatan
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penguasaan lahan di Sulsel disebabkan oleh adanya penambahan penguasaan pada
lahan kebun.

Tabel 2. Dinamika Penguasaan Lahan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan
Sawah Berbasis Padi, 2007-2010

Provinsi 2007 2010 Pertumbuhan (%)
Jabar 1,558 1,518 -2,57
Jateng 0,856 0,834 -2,57
Jatim 0,731 0,729 -0,27
Sulsel 1,113 1,134 1,89
Sumut 1,150 0,945 -17,83

Pendapatan rumah tangga per tahun di desa Patanas dengan agroekosistem
lahan sawah berbasis padi pada tahun 2007 berkisar Rp11,7 juta—Rp25,9 juta, dan
pada tahun 2010 berkisar Rp26,2—-Rp41,0 juta. Dengan demikian, dalam periode
tiga tahun (2007-2010) pendapatan rumah tangga secara nominal di semua lokasi
meningkat dengan laju peningkatan berkisar 58,40—163,33% (Tabel 3). Peningkatan
terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar. Dari kelima lokasi, laju peningkatan
yang di bawah 100% terjadi di Jabar dan Sumut, sementara di ketiga provinsi
lainnya di atas 100%.

Dinamika pendapatan dari sektor pertanian berkisar 35,44—-109,98%.
Peningkatan terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar (Tabel 3). Hal ini
menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari pertanian masih dominan.
Rendahnya peningkatan pendapatan pertanian di Jabar disebabkan oleh
menurunnya kontribusi pendapatan dari kegiatan berburuh tani serta pertumbuhan
pendapatan dari usaha pertanian berbasis lahan yang tidak begitu besar. Pada
wilayah ini, usaha peternakan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan yang
cukup besar (Tabel 4). Tingginya peningkatan pendapatan pertanian di Sulsel
disebabkan peningkatan pendapatan dari usaha peternakan dan atau perikanan
yang relatif besar.

Peningkatan pendapatan nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan
peningkatan pendapatan pertanian (123,42—450,28% vs. 35,44-109,98%). Menurut
Susilowati ef @/ (2010), hal ini disebabkan petani harus mencari tambahan sumber
penghasilan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan dan harga-harga tersebut.
Fenomena ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya sumber pendapatan dan
semakin meningkatnya partisipasi kerja, terutama dari sektor nonpertanian. Dari
Tabel 4 juga terlihat bahwa peningkatan pendapatan dari usaha nonpertanian
sangat besar (3.000-19.000%), kecuali di Sulsel. Pendapatan dari kegiatan
berburuh nonpertanian juga meningkat tajam, berkisar 146—-1.400%. Fenomena ini
mengindikasikan bahwa di perdesaaan semakin berkembang kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha di sektor nonpertanian.
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Tabel 3. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan (Nominal dan Riil) pada
Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007-2010

Pendapatan Rumah Tangga Pendapatan Rumah Tangga
Provinsi/Tahun (Rp000) (kg beras) @
Pertanian Nonpertanian Total Pertanian Nonpertanian Total
Jabar
2007 23.519 2.366 25.885 5.644 568 6.212
2010 31.853 9.149 41.002 5.899 1.694 7.593
r (%)® 35,44 286,64 58,40 4,51 198,36 22,23
Jateng
2007 8.780 3.270 12.050 2.007 747 2.754
2010 16.023 10.236 26.260 3.205 2.047 5.252
r (%)® 82,49 213,05 117,92 59,68 173,92 90,68
Jatim
2007 9.178 2.608 11.786 2.295 652 2.947
2010 18.447 8.879 27.326 3.689 1.776 5.465
r (%)® 100,98 240,50 131,85 60,79 172,40 85,48
Sulsel
2007 10.888 2.024 12.913 2.722 506 3.228
2010 22.863 11.140 34.003 4.573 2.228 6.801
r (%)® 109,98 450,28 163,33 67,98 340,23 110,66
Sumut
2007 14.084 2.328 16.412 2.683 443 3.126
2010 23.155 5.201 28.356 3.859 867 4.726
r (%)°® 64,40 123,42 72,78 43,85 95,49 51,18
Keterangan:

@ Harga beras (Rp/kg) sebagai deflator: Jabar (2007: 4.167; 2010: 5.400), Jateng (2007: 4.375; 2010:
5.000); Jatim, Sulsel (2007: 4.000; 2010: 5.000) dan Sumut (2007: 5.250; 2010: 6.000);
br = pertumbuhan pada periode 2007-2010

Pendapatan rumah tangga riil (setara beras) juga meningkat, meskipun
peningkatannya tidak sebesar peningkatan pendapatan nominal (Tabel 4). Pada
periode 2007-2010, pendapatan rumah tangga setara beras meningkat berkisar
22,23-110,66%. Peningkatan terendah terjadi di Jabar. Meskipun demikian,
pendapatan di Jabar paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lebih
lanjut terlihat bahwa pendapatan rumah tangga setara beras di Jabar relatif tetap
(meningkat 4,5% dalam tiga tahun).
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Tabel 4. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem Lahan Sawah
Berbasis Padi Menurut Sumber Pendapatan, 2007-2010

Sumber Pendapatan (Rp000)

Pro-
vinsi/ ~ Pertanian  Peter- Buruh  Total Usaha Buruh Lain- Total Total
Tahun berbasis  nakan/ perta-  perta- nonper-  nonper- lain nonper-
lahan perikanan  nian nian tanian tanian tanian
Jabar
2007 22.196 456 867 23.519 232 291 1.844 2.366 25.885

2010 29.207 3.821 475 31.853 5.376 3.452 320 9.149 41.002
r(%)? 31,59 738,35 (45,19) 35,44 2.222 1.088 (82,65) 286,64 58,40

Jateng

2007 7.925 265 591 8.780 16 1.254 2.000 3.270 12.050
2010 12.407 2.360 1.347 16.023 3.119 5.427 1.690 10.236 26.260
r(%)? 56,56 790,84 128,06 82,49 19.394 332,73 (15,49) 213,05 117,92

Jatim
2007 7.674 878 626  9.178 68 1.866 674 2.608 11.786
2010 17.052 892 629 18.447 2.134 6.746 - 8.879 27.326
r(%)® 122,20 1,61 0,55 100,98 3.046 261,51 (100,00) 240,50 131,85
Sulsel
2007 9.892 378 619 10.888 296 663 1.065 2.024 12913
2010 17.976 9.237 217  22.863 964 10.176 - 11.140 34.003

r(%)° 81,73 2.345 (64,94) 109,98 22531 1.435 (100,00) 450,28 163,33

Sumut

2007 12.706 402 976  14.084 56 1.194  1.078 2.328 16.412

2010 21.496 823 1.154 23.155 2.255 2.946 - 5201 28.356

r (%)? 69,18 104,40 18,27 64,40 3.936 146,71 (100,00) 123,42 72,78
Keterangan:

ar = pertumbuhan pada periode 2007-2010

DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Secara nasional, pangsa PDB sektor pertanian terhadap PDB total cenderung
menurun dari tahun ke tahun. Namun, struktur pendapatan pada rumah tangga
pertanian sangat berbeda dengan struktur pendapatan nasional. Hasil penelitian
Lokollo et al (2007) dan BPS (2014) yang menggunakan data seri Sensus Pertanian
1983-2003 dan 2003-2013 menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian dalam
pendapatan rumah tangga masih relatif besar dan cenderung meningkat.

Hasil penelitian Patanas di perdesaaan sawah berbasis padi pada periode
2007-2010 menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari kegiatan pertanian masih
tinggi namun ada kecenderungan menurun (Tabel 5). Pada tahun 2007 pangsa
pendapatan pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga berkisar 72,86—

Pendapatan Pertanian: Masihkah Menjadi Andalan? 41




1UR1ad Uerlalye(asay ueleySuluad epuasy ISYNIISUOYSY :JeuoIseN Luelad 1aued CF

Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010 (%)

Sumber Jabar Jateng Sulsel Sumut
Pendapatan 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

Usaha
pertanian 85,75 71,23 65,76 47,25 65,11 62,40 76,60 52,87 77,42 75,81
berbasis lahan
Peternakan dan 1,76 9,31 2,20 8,99 7,45 3,27 2,93 27,17 2,45 2,90
perikanan
Buruh pertanian 3,35 1,16 4,90 5,13 5,31 2,30 4,79 0,64 5,95 4,07
Pertanian 90,86 77,69 72,86 61,02 77,87 67,51 84,32 67,24 85,82 81,66
Usaha 0,90 13,11 0,13 11,88 0,58 7,81 2,29 2,84 0,34 7,95
nonpertanlan
Buruh

. 1,22 8,42 10,41 20,67 15,83 24,69 5,13 29,93 7,28 10,39
nonpertanlan
Lain-lain 7,12 0,78 16,60 6,44 5,72 - 8,24 - 6,57 -
Nonpertanian 9,14 22,31 27,14 38,98 22,13 32,49 15,68 32,76 14,18 18,34
Total (Rp000) 25.885 41.002 12.050 26.260 11.786 27.326 12.913 34.003 16.412 28.356




90,86%, terendah di Jawa Tengah dan tertinggi di Jabar. Pada tahun 2010 pangsa
pendapatan pertanian berkisar 61,02-81,66%, terendah masih di Jawa Tengah dan
tertinggi di Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika struktur pendapatan
berbeda antarwilayah. Pertumbuhan pendapatan nonpertanian di Jabar dan Sulsel
cukup tinggi sehingga pangsa pendapatan pertanian menurun lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Sumut yang penurunannya relatif kecil.

Apabila pendapatan pertanian diperinci menjadi pendapatan dari usaha
pertanian berbasis lahan, peternakan, dan perikanan, serta buruh pertanian, terlihat
bahwa struktur pendapatan didominasi oleh usaha pertanian berbasis lahan yang
pada tahun 2007 berkisar 65-85%. Pada tahun 2010 terjadi pergeseran
antarwilayah pangsa usaha pertanian berbasis lahan cenderung menurun, berkisar
47-75%. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya pendapatan dari peternakan
dan perikanan, serta dari nonpertanian.

Pangsa pendapatan dari peternakan dan perikanan cenderung meningkat,
kecuali di Jatim. Pangsa pendapatan dari berburuh tani cenderung menurun, kecuali
di Jateng yang relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang mau
bekerja di sektor pertanian semakin sedikit. Atau dengan kata lain, kegiatan
berburuh di sektor pertanian kurang menarik, terutama pada tenaga kerja muda.
Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi secara umum, yaitu terjadi farmer
aging di sektor pertanian.

Pangsa pendapatan nonpertanian cenderung meningkat dengan peningkatan
berkisar 4-17%, terendah di Sumut dan tertinggi di Sulsel. Hal ini antara lain
disebabkan meningkatnya pangsa usaha nonpertanian dan berburuh nonpertanian.
Peningkatan pangsa usaha nonpertanian berkisar 7,6-12,2%, kecuali di Sulsel
yang relatif tetap. Pangsa pendapatan berburuh nonpertanian meningkat 3,1-
24,8%, tertinggi di Sulsel dan terendah di Sumut. Hal ini berlawanan dengan
fenomena kegiatan berburuh pertanian yang pangsanya semakin mengecil. Temuan
ini mempertegas bahwa kegiatan pertanian kurang menarik lagi bagi tenaga kerja
perdesaaan.

DINAMIKA DISTRIBUSI PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan selain disebabkan perbedaan jenis komoditas, juga
disebabkan perbedaan adopsi teknologi pada komoditas yang sama dan munculnya
kegiatan nonpertanian. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Supriyati et a/. (2004),
ketimpangan pendapatan pada wilayah berbasis padi bervariasi. Indeks Gini
pendapatan di perdesaan Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat
masing-masing 0,60, 0,45, dan 0,8. Fenomena ketimpangan pendapatan di Jawa
lebih tinggi dari luar Jawa juga dikemukakan oleh Rachman dan Supriyati (2005)
dan Adnyana et a/. (2000). Lebih lanjut, Rachman dan Supriyati (2005) menyatakan
bahwa masuknya kegiatan nonpertanian memperburuk distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan tahun 2000-2007 dari 119 negara di dunia bervariasi,
dengan indeks Gini berkisar 25-64,3 (World Bank, 2009). Dari 119 negara yang
termasuk kategori ketimpangan ringan sebanyak 61 negara, Indonesia termasuk
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dalam kategori ini pada urutan ke-58. Sementara itu, yang termasuk kategori
ketimpangan sedang dan berat masing-masing 37 dan 21 negara. Data
ketimpangan pendapatan tahun 2008 dari 134 negara di dunia tidak berbeda jauh,
dengan indeks Gini berkisar 23-70,7 (CIA, 2008). Jumlah negara dengan kategori
ketimpangan ringan, sedang, dan berat masing-masing 71, 37, dan 28 negara.
Indeks Gini Indonesia sebesar 36,3, pada posisi ke-54 dari 71 negara yang
termasuk kategori ketimpangan ringan.

Hasil kajian di perdesaaan sawah berbasis padi menunjukkan bahwa distribusi
pendapatan pada tahun 2007 dan 2010 pada kategori ketimpangan sedang dalam
kisaran 0,43-0,52 dan 0,42-0,50 (Tabel 6). Meskipun indeks Gini di Sumut dan
Jateng di atas 0,5, namun masih dapat dikatakan dalam kategori sedang. Dalam
periode tersebut ada kecenderungan distribusi pendapatan rumah tangga semakin
merata, diindikasikan dengan menurunnya indeks Gini, kecuali di Jawa Timur yang
meningkat (namun masih dalam kategori ketimpangan sedang).

Distribusi pendapatan yang terjadi disebabkan karena perbedaan penguasaan
aset lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta kesempatan kerja dan berusaha
nonpertanian. Penguasaan lahan yang berbeda disebabkan rancangan rumah
tangga contoh secara sengaja mengambil petani yang tidak mempunyai lahan
(buruh tani), petani sempit, dan petani luas. Namun demikian, dengan adanya
stratifikasi rumah tangga contoh yang merupakan representasi suatu desa
menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan berusaha di sektor pertanian dan
nonpertanian saling melengkapi.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya disebabkan perbedaan lokasi
penelitian. Lokasi contoh penelitian PSEKP sebenarnya relatif kecil untuk dijadikan
agregasi tingkat provinsi, apalagi wilayah Jawa dan luar Jawa.

Tabel 6. Dinamika Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem
Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007-2010

Provinsi 2007 2010

Jabar 0,49 0,47

Jateng 0,52 0,50

Jatim 0,43 0,44

Sulsel 0,46 0,46

Sumut 0,51 0,42
KESIMPULAN

Dalam periode 2007-2010, pendapatan rumah tangga perdesaan baik
nominal maupun riil meningkat, laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian
lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Pendapatan rumah
tangga yang sudah relatif tinggi pada tahun 2007 meningkat lebih rendah
dibandingkan yang lainnya.
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Struktur pendapatan rumah tangga bervariasi antarwilayah. Struktur
pendapatan rumah tangga masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian,
terutama dari usaha pertanian berbasis lahan, hamun ada kecenderungan menurun.
Hal ini mengindikasikan semakin berkembangnya kesempatan kerja dan berusaha
nonpertanian di perdesaan sawah berbasis padi. Menurunnya pangsa berburuh
pertanian dan meningkatnya pangsa berburuh nonpertanian mengindikasikan
bahwa sektor pertanian kurang diminati oleh tenaga kerja perdesaan. Di sisi lain,
distribusi pendapatan di perdesaan sawah berbasis padi dalam kategori sedang, dan
dalam tiga tahun berikutnya ada kecenderungan menurun.

Untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan pertanian diperlukan
dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta harga yang memberikan
keuntungan bagi petani. Di samping itu, diperlukan upaya memperluas luas
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian.
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PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN PADA DESA
LAHAN KERING BERBASIS SAYURAN

Reni Kustiari

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang berkontribusi relatif besar
terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2013 kontribusi sektor pertanian mencapai
15% terhadap PDB Indonesia dan sekitar 35,1% dari total angkatan Indonesia
bekerja di sektor pertanian (World Bank, 2014). Walaupun telah banyak inovasi,
sektor pertanian masih didominasi oleh petani berskala kecil dan fluktuasi output
hasil panen. Pada saat bersamaan, aktivitas nonpertanian memberikan peluang
untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan terhadap angkatan kerja rumah
tangga pertanian dan nonpertanian.

Pada masa sekarang usaha tani tidak dapat menjadi sumber pendapatan
utama bagi petani berkala kecil dan marginal. Di negara berkembang, penghasilan
dari lahan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga (Singh et
al, 2003). Selain itu, sektor pertanian tidak dapat menyerap laju pertumbuhan
buruh perdesaan karena turunnya elastisitas output terhadap tenaga kerja di sektor
pertanian.

Peranan pekerjaan di sektor nonpertanian semakin penting karena ekonomi
perdesaan saat ini menjadi lebih terdiversifikasi dan semakin meluas ke luar sektor
pertanian. Kapasitas penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian sudah
mencapai limit atas dan tidak dapat mengakomodasi tenaga kerja perdesaan di
sektor pertanian sepanjang tahun. Oleh karena itu, rumah tangga perdesaan
mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Petani berskala kecil dan yang tidak memiliki tanah pada umumnya bekerja
juga di luar sektor pertanian perdesaan sebagai sumber pendapatan sekunder.
Faktor pendukung perkembangan, seperti modernisasi pertanian, komersialisasi,
peningkatan permintaan produk, dan jasa nonpertanian, urbanisasi, kebijakan
intervensi yang berorientasi kesejahteraan telah mendorong tenaga kerja perdesaan
untuk keluar dari pertanian ke aktivitas di luar pertanian yang lebih mengun-
tungkan. Selain itu, bencana alam mendorong rumah tangga perdesaan pergi untuk
mencari kegiatan nonpertanian untuk menambah pendapatan dan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diikuti oleh perubahan struktur
pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang (Makmur, 2011). Pada
tahap awal pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang
dominan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, peranan
sektor industri dan jasa semakin besar dan sebaliknya peranan sektor pertanian
menurun. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk
Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok
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masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (poverty /ine), terutama
di daerah perdesaan (Tambunan, 2001). Daerah perdesaan pada umumnya dicirikan
oleh kemiskinan, pengangguran, kerawanan pangan, tingkat migrasi yang tinggi,
fasilitas infrastruktur yang buruk, dan pertanian subsisten.

Distibusi pendapatan dapat dipakai sebagai salah satu indikator kesejahteraan
petani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana dampak pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan
masyarakat di desa Patanas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
untuk perumusan kebijakan dalam rangka pengurangan kemiskinan. Dari hasil
penelitian ini diharapkan juga dapat diidentifikasi sasaran yang tepat untuk
intervensi sektor pertanian oleh pemerintah.

METODE ANALISIS

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data primer
penelitian Patanas yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2011. Penelitian Patanas
pada agroekosistem lahan kering berbasis sayuran dilakukan di empat desa, yaitu
Desa Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan; Desa Bendosari,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Desa Karang Tengah, Kabupaten
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; dan Desa Margamulya, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat. Pengambilan contoh dilakukan secara acak bertingkat. Pertama
dipilih desa contoh secara acak sederhana (simple random sampling), kemudian di
setiap desa contoh yang terpilih ditetapkan sekitar 25-32 rumah tangga petani
sebagai responden.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu
dilihat karena distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif.
Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sangat terkait (Oyekale et &/, 2006).
Metode analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah
metode indeks Gini, terutama untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan
atau tingkat distribusi pendapatan keluarga petani. Rumus angka indeks Gini adalah
sebagai berikut (Arsyad, 1999):

G=1-2fi(Yi+1)+Y

di mana: G = indeks Gini
n = jumlah keluarga petani contoh
Y, = proporsi jumlah pendapatan keluarga petani kumulatif dalam

kelas 7
1,2,3,4,...,n

/

Nilai G bervariasi antara 0 (pendapatan merata sempurna) sampai 1
(pendapatan timpang sempurna) atau 0 < G < 1. Todaro (2000) mengemukakan
ukuran ketimpangan suatu daerah, yaitu (1) G < 0,4 adalah ketimpangan rendah;
(2) 0,4 < G < 0,5 adalah ketimpangan sedang; dan (3) G > 0,50 adalah ketim-
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pangan tinggi. Indeks Gini biasanya disertai dengan kurva yang disebut kurva
Lorenz.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan distribusi pendapatan juga
dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari
kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan dengan total
pendapatan penduduk. Kriteria ini membagi pendapatan (/ncome) suatu masya-
rakat diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, yang dibagi dalam tiga kategori,
yaitu (1) jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan rendah; (2)
jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan sedang; (3) jumlah
proporsi yang diterima oleh 20% penduduk lapisan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai
berikut:

1. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah
terhadap pendapatan seluruh masyarakat kurang dari 12%, maka distribusi
pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi.

2. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah
terhadap pendapatan seluruh masyarakat 12—17%, maka distribusi pendapatan
dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan sedang.

3. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah
terhadap pendapatan seluruh masyarakat lebih besar dari 17%, maka distribusi
pendapatan digolongkan sebagai ketimpangan rendah.

Untuk melihat keterkaitan aset lahan dengan pendapatan di daerah
perdesaan maka dihitung koefisien korelasi antara luas penguasaan lahan dengan
tingkat pendapatan. Selain itu, dihitung juga koefisien korelasi antara pendapatan
dari sektor pertanian dengan tingkat pendapatan dari luar pertanian. Nilai koefisien
korelasi dapat mengindikasikan: (a) hubungan positif, artinya makin besar
pendapatan dari pertanian karena kemungkinan makin banyak penguasaan aset
pertanian, makin besar pendapatan dari luar pertanian (r > 0,5); (b) tidak ada
hubungan (r < 0,5); dan (c) hubungan negatif (r < 0), artinya makin besar
pendapatan dari pertanian makin kecil pendapatan dari luar pertanian atau makin
kecil pendapatan dari pertanian karena makin sempitnya luas penguasaan lahan,
makin besar pendapatan dari luar pertanian.

TINGKAT DAN SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Tingkat pendapatan adalah perolehan pendapatan yang digunakan para
responden untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kehidupannya.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat pendapatan yang diterima per
tahun meningkat, kecuali di Desa Baroko. Pendapatan rata-rata responden rumah
tangga di Desa Baroko menurun dari Rp20.977.000 pada tahun 2008 menjadi
Rp18.910.990 pada 2011. Hal ini terjadi karena pendapatan dari sektor pertanian
yang menurun drastis dari Rp11.517.510 pada tahun 2008 menjadi hanya
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Rp4.413.550 pada 2011 sebagai akibat, antara lain dari harga komoditas pertanian
yang menurun drastis pada tahun 2011. Pada 2008 rata-rata tingkat pendapatan
dari sektor pertanian berkisar Rp6.149.690 (Desa Karang Tengah) sampai
Rp11.517.510 (Desa Baroko). Pada tahun 2011 kisaran pendapatan dari sektor
pertanian tampak semakin besar, yaitu Rp4.413.550 (Desa Baroko) sampai
Rp18.172.900 (Desa Bendosari).

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari sektor
nonpertanian. Di Desa Baroko pendapatan dari sektor nonpertanian meningkat dari
Rp9.459.490 menjadi Rp14.497.440 atau meningkat sebesar 17,75% per tahun; di
Desa Bendosari meningkat dari Rp2.986.560 menjadi Rp6.182.200 atau meningkat
sebesar 35,67% per tahun; di Desa Karang Tengah meningkat dari Rp1.639.760
menjadi Rp4.029.800 atau meningkat sebesar 48,58% per tahun; dan di Desa
Margamulya meningkat dari Rp2.122.660 menjadi Rp14.470.600 atau meningkat
sebesar 193,91% per tahun. Terdapat perbedaan laju peningkatan pendapatan
pada masing-masing desa. Hal ini terjadi disebabkan oleh luas lahan dan jumlah
produksi yang dihasilkan oleh petani di daerah penelitian.

Tabel 1. Tingkat Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas
dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa Tahun Pertanian Nonpertanian Total
(Rp000) (Rp000) (Rp000)
Baroko 2008 11.517,51 9.459,49 20.977,00
2011 4.413,55 14.497,44 18.910,99
Bendosari 2008 7.534,77 2.986,56 10.521,33
2011 18.172,90 6.182,20 24.355,10
Karang Tengah 2008 6.149,69 1.639,76 7.789,45
2011 8.231,56 4.029,80 12.261,36
Margamulya 2008 10.281,58 2.122,66 12.404,24
2011 26.124,03 14.470,60 40.594,63

Tabel 2 menyajikan kontribusi pendapatan pertanian dan luar pertanian
terhadap total pendapatan rumah tangga menurut desa. Dari empat desa contoh,
sumber pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian berkisar dari 61,28%
(Desa Baroko) sampai 77,20% (Desa Margamulya) pada tahun 2008. Perbedaan
kontribusi pendapatan dari nonpertanian antardesa semakin besar pada 2011, yaitu
44,57% (Desa Baroko) sampai 76,19% (Desa Bendosari). Studi yang dilakukan
oleh Micevka (2012) menunjukkan bahwa pendapatan dari kegiatan pertanian
sangat berperan dalam mengakses kegiatan di luar sektor pertanian.

Di Desa Baroko tampak bahwa sumber pendapatan dari luar pertanian lebih
besar dari pendapatan pertanian. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh
keterbatasan teknologi produksi yang rendah dan mengandalkan sawah nonirigasi
teknis. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila masyarakat setempat lebih
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mencurahkan perhatian pada pendapatan di luar pertanian. Selain itu, kemungkinan
memperoleh pendapatan dari kegiatan di sektor lainnya cukup terbuka, mengingat
sudah banyaknya pabrik di dekat wilayah perdesaan. Desa-desa tersebut terletak
dekat kota kecamatan dan keberadaan transportasi yang baik menyebabkan
kesempatan kerja di luar pertanian lebih tinggi daripada desa yang terletak jauh dari
ibu kota kabupaten. Perbedaan sumbangan pendapatan sektor pertanian antardesa
dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya lahan, ketersediaan
kesempatan kerja, dan kemudahan mobilitas penduduk.

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas
dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011 (%)

Desa Tahun Pertanian Nonpertanian Total
Baroko 2008 61,28 38,72 100
2011 44.57 55,43 100

Bendosari 2008 68,54 31,46 100
2011 76,19 23,81 100

Karang Tengah 2008 74,56 25,44 100
2011 72,76 27,24 100

Margamulya 2008 77,0 22,80 100
2011 67,41 32,59 100

KETERKAITAN ANTARA PENDAPATAN PERTANIAN,
NONPERTANIAN, DAN LUAS LAHAN

Hubungan antara luas penguasaan tanah dan pendapatan rumah tangga
menurut desa dapat dilihat pada Tabel 3. Tampak bahwa hubungan antara luas
penguasaan tanah (dalam hal ini luas tanah yang dikuasai tidak harus dimiliki) dan
pendapatan pertanian pada umumnya menunjukkan keeratan yang rendah, kecuali
di Desa Karang Tengah (0,79) dan Desa Margamulya (0,92). Dilihat dari pola
hubungan pendapatan rumah tangga di desa-desa penelitian tampak bahwa tidak
ada hubungan yang pasti antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian. Bila
hubungan tersebut dinyatakan dengan angka korelasi (/) maka tampak bahwa tiga
dari empat desa penelitian menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan dari
pertanian dan luar pertanian. Hanya Desa Margamulya yang menunjukkan
hubungan yang positif antara pendapatan pertanian dan luar pertanian. Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan tidak ada kelebihan pendapatan pertanian
yang digunakan untuk memacu pendapatan luar pertanian karena yang terjadi
adalah sebaliknya. Hal ini kemungkinan disebabkan di wilayah perdesaan investasi
di sektor pertanian lebih menarik dibandingkan dengan investasi dengan cara
lainnya.
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Kenyataan di atas menunjukkan bahwa anggapan adanya kelebihan
pendapatan dari pertanian (setelah dikurangi kebutuhan keluarga) digunakan untuk
usaha luar pertanian tidak seluruhnya benar. Hal ini disebabkan pendapatan dari
kegiatan luar pertanian dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapatan dari usaha
dengan modal, seperti berdagang dan menyewakan aset nonpertanian. Kedua,
usaha tidak dengan modal uang langsung, seperti mencari barang di alam bebas
dan kiriman. Apabila dicari hubungan antara pendapatan dari pertanian dan luar
pertanian akan diperoleh dua (kelompok) hubungan korelasi. Hal tersebut
membuktikan bahwa korelasi antara pendapatan pertanian dan pendapatan luar
pertanian dari kegiatan yang juga menggunakan modal atau tidak memerlukan
investasi/modal dapat menyebabkan hubungan yang berbeda.

Tabel 3. Korelasi antara Pendapatan Pertanian-Luar Pertanian dan Penguasaan Lahan-
Pendapatan Pertanian di Desa Patanas dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan

2011
Desa Tahun Pertanian vs Luar Pertanian Lahan vs Pendapatan Pertanian
Baroko 2008 -0,26 0,46
2011 -0,24 0,10
Bendosari 2008 0,23 0,48
2011 -0,17 0,49
Karang Tengah 2008 -0,39 0,79
2011 -0,19 0,19
Margamulya 2008 0,47 0,92
2011 0,34 0,23

Hubungan negatif antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian rumah
tangga di desa-desa penelitian dapat diartikan juga bahwa semakin besar
pendapatan dari luar pertanian, semakin kecil pendapatan dari pertanian karena bila
mungkin rumah tangga tersebut akan cenderung melepaskan diri dari sektor
pertanian. Sumber pendapatan dari pertanian tetap diperhitungkan karena tidak
ada kesempatan untuk mencari pendapatan dari sektor di luar pertanian yang lebih
baik. Hal ini diduga akan terlihat jelas apabila desa-desa beririgasi baik dihitung
tersendiri.

Di desa-desa penelitian, pendapatan dari subsektor pertanian yang tidak
berbasis lahan, seperti peternakan dan perikanan, masih memberikan kontribusi
yang sangat kecil dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan. Hal
tersebut menunjukkan masih adanya potensi meningkatkan pendapatan petani kecil
dengan cara memacu kegiatan pertanian “non-land base’. Hubungan negatif antara
pendapatan pertanian dan luar pertanian dapat diartikan bahwa rumah tangga yang
mempunyai penguasaan lahan yang sempit sebagai sumber penghasilan dapat
mencari penghasilan di luar pertanian secara lebih baik.
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DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Distribusi pendapatan relatif menggambarkan bagian dari pendapatan yang
diterima oleh para pemilik faktor produksi dan menggambarkan variabilitas atau
dispersi (penyebaran) pendapatan. Untuk mengetahui distribusi pendapatan
digunakan konsep koefisien indeks Gini, seperti yang telah dilakukan oleh Nurmanaf
(1988), Syukur (1988), Marisa (1988), Rachman (1989), dan Khan dan Riskin
(2007). Pendapatan yang dihitung indeks Gini adalah (1) pendapatan bersih total
rumah tangga petani yang berasal dari pertanian dan luar pertanian dalam satu
tahun dan (2) pendapatan bersih rumah tangga petani yang hanya dari pertanian
dalam satu tahun. Di samping itu, akan dilihat juga ketimpangan penguasaan lahan
sawah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa luas penguasaan tanah
memengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber. Keadaan
tersebut dapat diartikan bagi petani sempit akan kurang mampu mencari
penghasilan di luar pertanian dibandingkan dengan petani luas. Bila hal itu benar
maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga berhubungan
erat dengan distribusi penguasaan sawah. Indeks Gini penguasaan lahan dan
indeks Gini pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Total dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan Komoditas
Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Kelompok Pendapatan Indeks Gini
Desa Tahun
40% 40% 20% Pendapatan Lahan
Baroko 2008 12,93 45,27 41,80 0,42 0,34
2011 8,71 39,72 51,57 0,30 0,43
Bendosari 2008 11,33 37,06 51,60 0,51 0,54
2011 19,47 40,55 39,98 0,29 0,35
Karang Tengah 2008 9,12 32,03 58,86 0,60 0,64
2011 11,30 28,89 59,81 0,67 0,71
Margamulya 2008 5,95 23,57 70,48 0,71 0,63
2011 7,29 30,56 62,15 0,65 0,62

Terlihat bahwa indeks Gini total pendapatan desa penelitian mempunyai nilai
sekitar 0,42-0,71 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa
penelitian mempunyai tingkat ketimpangan sedang sampai berat. Ketimpangan ini
tampak berlanjut sampai tahun 2011. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks Gini yang
berkisar 0,29-0,67. Keadaan ini juga konsisten dengan distribusi pendapatan pada
masing-masing kelompok. Ternyata pada umumnya pendapatan terkonsentrasi di
kelompok 20% dengan pendapatan tertinggi memiliki sebagian besar, yaitu 41,8%
(Desa Baroko) sampai 70,48% (Desa Margamulya) dari total pendapatan.
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Hal yang sebaliknya terjadi, yaitu golongan 40% dengan pendapatan
terendah menerima hanya sekitar 5,95% sampai 12,93% dari total pendapatan.
Konsentrasi pendapatan di tingkat yang tinggi ini juga menunjukkan ketimpangan
yang sedang mengarah ke berat. Indeks Gini luas penguasaan di desa penelitian
mempunyai nilai sekitar 0,34-0,64 pada tahun 2008 dan sekitar 0,35-0,71 pada
tahun 2011. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang rendah sampai berat.

Tabel 5 menyajikan indeks Gini pendapatan dari sektor pertanian mempunyai
nilai sekitar 0,50-0,75 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa
penelitian mempunyai tingkat ketimpangan yang berat. Pada 2011 indeks Gini
pendapatan dari sektor pertanian mempunyai nilai sekitar 0,36—0,76. Keadaan ini
juga konsisten dengan distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok.
Tampak bahwa pendapatan dari sektor pertanian terkonsentrasi di kelompok 20%
dengan pendapatan tertinggi (kelompok ketiga) memiliki sebagian besar, yaitu
sekitar 50,69% (Desa Baroko) sampai 73,12% (Desa Margamulya) dari pendapatan
sektor pertanian pada tahun 2008. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 2011,
pendapatan tertinggi memiliki sebagian besar, yaitu sekitar 43,65% (Desa
Bendosari) sampai 71,84% (Desa Margamulya) dari pendapatan sektor pertanian.

Tabel 5. Distribusi Pendapatan Pertanian dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan Komoditas
Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Kelompok Pendapatan

Desa Tahun Total Indeks Gini
40% 40% 20%
Baroko 2008 10,57 39,95 50,69 100 0,50
2011 7,69 35,66 56,65 100 0,37
Bendosari 2008 9,49 39,68 50,91 100 0,53
2011 13,32 43,03 43,65 100 0,36
Karang Tengah 2008 5,98 30,78 63,24 100 0,66
2011 7,52 21,96 70,53 100 0,76
Margamulya 2008 4,24 22,66 73,12 100 0,75
2011 4,91 23,24 71,84 100 0,72

Sementara itu, golongan 40% dengan pendapatan pertanian terendah
menerima sekitar 4,24% (Desa Margamulya) sampai 10,57% (Desa Baroko) dari
pendapatan sektor pertanian. Konsentrasi pendapatan di tingkat yang tinggi ini juga
menunjukkan ketimpangan yang sedang mengarah ke berat. Keadaan ini dapat
diatasi antara lain dengan memperbesar kesempatan kerja di sektor luar pertanian
dan memperlancar mobilitas penduduk disertai mengurangi tingkat pertambahan
penduduk.

Pengembangan industri perdesaan yang dapat memanfaatkan, meningkatkan
mutu dan daya guna hasil pertanian dapat membuka kesempatan kerja bagi
angkatan kerja perdesaan. Dengan berkurangnya desakan kebutuhan atas tanah
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dan diikuti dengan pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan intensitas
tanam maka pendapatan buruh tani dan golongan berpendapatan rendah dapat
ditingkatkan.

Tabel 6 menunjukkan bahwa indeks Gini pendapatan dari sektor nonpertanian
mempunyai nilai sekitar 0,59-0,83 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa
desa-desa penelitian mempunyai tingkat ketimpangan yang berat. Demikian pula
pada 2011, indeks Gini pendapatan dari sektor nonpertanian mempunyai nilai
sekitar 0,66—0,81. Sumber ketimpangan antara lain kepemilikan kekayaan, /abor
income (kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, bidang pekerjaan), dan faktor
lainnya (lingkungan, gizi buruk, tingkat pendidikan), dan property income (life cycle
saving, kewirausahaan, dan warisan).

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Nonpertanian dan Indeks Gini di Desa Patanas dengan
Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Desa Tahun Indeks Gini
Baroko 2008 0,69
2011 0,66
Bendosari 2008 0,83
2011 0,80
Karang Tengah 2008 0,59
2011 0,74
Margamulya 2008 0,65
2011 0,81

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan, antara lain (1) mengubah distribusi pendapatan
fungsional melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengubah harga relatif faktor.
Hal ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan distorsi harga
faktor yang merugikan kelompok miskin; (2) memperbaiki distribusi pendapatan
melalui redistribusi pemilikan aset secara progresif, yang antara lain dilakukan
melalui /and reform dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil; (3) mengurangi
bagian pendapatan penduduk golongan atas (kaya) melalui pajak pendapatan dan
pajak kekayaan yang progresif, sehingga peningkatan penerimaan negara hasil
pajak itu akan dapat ditujukan pada perbaikan kesejahteraan kelompok miskin; dan
(4) meningkatkan bagian pendapatan penduduk golongan bawah (melarat) melalui
pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang dan jasa publik atas
tanggungan  pemerintah. Hal ini antara lain  dilakukan  melalui
pembebasan/keringanan pajak bagi kelompok miskin, tunjangan atau subsidi
pangan, bantuan pelayanan kesehatan, dan bantuan pelayanan umum lainnya
(Cholid, 2010).
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STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Rumah tangga perdesaan mempunyai sumber-sumber pendapatan yang
bervariasi seperti terlihat pada Tabel 7. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah
mengharuskan anggota rumah tangga untuk berusaha lebih giat untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga. Bagi sebagian rumah tangga, upaya tersebut tidak hanya
menambah curahan jam kerja dari kegiatan yang ada, tapi juga melakukan
kegiatan-kegiatan lain. Hal ini terlihat juga dari beberapa hasil penelitian terdahulu
bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah perdesaan mempunyai lebih dari
satu sumber pendapatan (Nurmanaf, 1988; Syukur et &/, 1988; Marisa, 1988;
Rachman, 1989).

Kecenderungan untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu diduga
disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masing-masing kegiatan yang
dilakukan. Dengan demikian, anggota rumah tangga di desa yang menguasai lahan
relatif lebih sempit memerlukan lebih banyak macam kegiatan untuk menambah
pendapatan rumah tangga dibandingkan rumah tangga dengan penguasaan lahan
yang luas.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Sumber Pendapatan di Desa Patanas
dengan Komoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Jumlah Sumber Pendapatan

Desa Tahun
1 2 3 4 >4 Total
Baroko 2008 4,00 32,00 40,00 24,00 0,00 100
2011 0,00 16,67 41,67 20,83 20,83 100
Bendosari 2008 21,88 31,25 34,38 9,38 3,13 100
2011 3,23 45,16 32,26 19,35 0,00 100
Karang Tengah 2008 21,88 28,13 37,50 12,50 0,00 100

2011 3438 50,00 12,50 3,13 313 100

Margamulya 2008 1563 3438 3438 12,50 3,11 100
2011 1563 43,75 21,88 18,75 0,00 100

Rumah tangga yang hanya mempunyai satu sumber pendapatan berkisar dari
4% (Desa Baroko) sampai 21,88% (Desa Bendosari dan Karang Tengah) pada
tahun 2008. Kondisi ini berubah pada tahun 2011, persentase rumah tangga yang
hanya mempunyai satu sumber pendapatan berkisar dari 0% (Desa Baroko) sampai
34,38% (Desa Karang Tengah). Hal ini terjadi kemungkinan karena di desa
penelitian memiliki aksesibilitas yang tinggi, seperti Baroko adalah desa yang relatif
dekat dengan kota kecamatan. Sebagian besar rumah tangga di desa-desa
penelitian mempunyai 2-3 sumber pendapatan. Hanya sebagian kecil rumah
tangga yang mempunyai lebih dari empat sumber pendapatan. Di Desa Baroko
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terdapat sekitar 20,83% dari rumah tangga contoh mempunyai lebih dari empat
sumber pendapatan pada tahun 2011.

Sejalan dengan uraian mengenai sumber-sumber pendapatan, berikut ini
akan diungkapkan mengenai struktur pendapatan dari rumah tangga di desa
penelitian. Dari berbagai jenis kegiatan yang merupakan sumber pendapatan dirinci
besarnya kontribusi dari masing-masing sumber tersebut. Kecenderungan dan
identifikasi struktur pendapatan rumah tangga dalam lapisan masyarakat perdesaan
disajikan pada Tabel 8. Pada umumnya sumber pendapatan dari sektor pertanian
memberikan kontribusi pendapatan yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian
terhadap pendapatan rumah tangga terendah di Desa Baroko, yaitu hanya 53,8%;
sedang tertinggi di Desa Margamulya mencapai 94,4%. Pendapatan dari sektor
pertanian ini termasuk jasa dari aset produktif, yaitu pendapatan dari menyewakan
tanah, ternak, dan alat/mesin.

Pendapatan dari kegiatan di luar sektor pertanian untuk semua golongan
masyarakat perdesaan sangat penting sebagai tambahan pendapatan yang
bersumber dari kegiatan di sektor pertanian. Guna menciptakan kegiatan di luar
sektor pertanian, diperlukan modal lebih besar bagi petani yang luas penguasaan
lahannya relatif sempit karena kelebihan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih
kecil. Selain itu, pada umumnya petani luas di samping menguasai sebagai besar
sumber daya pertanian (lahan), juga menguasai sumber daya di sektor luar
pertanian. Oleh karena itu, para petani sempit atau marginal akan tetap miskin bila
tidak ada peluang bekerja di luar desa.

Dari Tabel 8 dapat pula dilihat bahwa pendapatan yang diterima dari kegiatan
berburuh tani di luar pertanian menyumbang pendapatan rumah tangga berkisar
dari 0,3% (Desa Bendosari) sampai 1,2% (Desa Karang Tengah). Perbedaan
kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga disebabkan oleh pekerjaan dari jenis
kegiatan yang dilakukan. Pendapatan yang diterima setahun dari kegiatan ini pada
umumnya adalah sebagai tukang bangunan berupa tukang kayu dan tukang batu.
Kegiatan berburuh nonpertanian sebagai tukang bangunan adalah kegiatan yang
hanya bersifat sementara tergantung pada kesempatan kerja. Rumah tangga petani
yang mempunyai kontribusi pendapatan berburuh nonpertanian cukup besar
biasanya melakukan jenis pekerjaan yang bersifat kontinyu sepanjang tahun
sehingga secara sosial dapat mengumpulkan pendapatan yang lebih besar, serta
sering kali para pekerja tersebut harus mempunyai keterampilan khusus.

Sumber pendapatan lain, berupa pensiunan, kiriman, dan pekerjaan lain
bukan merupakan sumber pendapatan yang berarti. Jumlah rumah tangga yang
menerima pendapatan dari sumber tersebut relatif kecil dan umumnya bukanlah
merupakan sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, sumber pendapatan dari
kegiatan ini hanya dapat menyumbang pendapatan rumah tangga sebesar 0,2%
(Desa Margamulya) hingga 0,7% (Desa Baroko), sedangkan di Desa Bendosari dan
Karang Tengah tidak dijumpai petani contoh yang memperoleh pendapatan dari
sumber tersebut.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 masih mengindikasikan bahwa di sektor
pertanian dalam arti luas (termasuk jasa aset pertanian) merupakan sumber
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pendapatan dari lahan yang masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total
pendapatan rumah tangga di desa penelitian, yaitu 47% (Desa Bendosari) sampai
90,0% (Desa Margamulya) pada 2008. Hal ini dapat dimengerti mengingat kondisi
kesuburan lahan yang sangat memungkinkan. Variasi pendapatan dari kegiatan di
lahan pertanian menunjukkan perbedaan potensi desa, rata-rata penguasaan dan
keterampilan dalam pemeliharaan tanaman antardesa penelitian. Sumber
pendapatan dari usaha tani berbasis lahan masih memberikan kontribusi
pendapatan yang terbesar yaitu sekitar 44,8% (Desa Baroko) sampai 79,6% (Desa
Karang Tengah) pada tahun 2011. Perbedaan besarnya kontribusi sumber
pendapatan dari usaha tani berbasis lahan sawah diduga disebabkan oleh
perbedaan luas penguasaan dan produktivitas lahan. Selain itu, sumber pendapatan
terbesar kedua adalah dari kegiatan buruh pertanian, berkisar dari 0,6% (Desa
Margamulya) sampai 10,7% (Desa Karang Tengah). Hal ini antara lain karena
keterbatasan penguasaan sumber daya lahan dan aset pertanian lainnya.

Besarnya kontribusi usaha ternak terhadap pendapatan rumah tangga
tergantung pada tingkat pendapatan dari usaha-usaha tersebut, sedangkan
keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh jenis ternak yang diusahakan,
intensitas pengelolaan, dan efisiensi pemasaran hasil. Diduga bahwa di daerah
penelitian usaha tersebut belum dilakukan secara intensif bila dilihat kontribusinya
yang kecil terhadap pendapatan rumah tangga dan masih belum banyak dilakukan
oleh para petani. Kontribusi usaha ternak terhadap pendapatan rumah tangga
berkisar dari 0% (Desa Karang Tengah dan Margamulya) sampai 28,3% (Desa
Bendosari) pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 kontribusi usaha peternak sedikit
naik menjadi berkisar dari 0,3% (Desa Karang Tengah) sampai 29,2% (Desa
Bendosari). Peningkatan kontribusi usaha ternak menunjukkan semakin pentingnya
usaha ternak untuk mendukung perekonomian rumah tangga perdesaan.

Variasi kontribusi pendapatan dari kegiatan usaha tani berbasis lahan
terhadap pendapatan pertanian berkisar dari 57,5% (Desa Bendosari) sampai
97,5% (Desa Baroko) pada 2008 (Tabel 9). Peran usaha tani berbasis lahan
semakin penting. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pendapatan pertanian
yang cenderung meningkat, berkisar dari 63,9% (Desa Bendosari) sampai 92,5%
(Desa Margamulya) pada 2011.

Kontribusi pendapatan sebagai pegawai atau karyawan terhadap pendapatan
nonpertanian berkisar dari 13,1% (Desa Margamulya) sampai 80,1% (Desa Baroko)
pada 2008 (Tabel 10). Di Desa Karang Tengah tidak ada responden yang menjadi
pegawai atau karyawan. Pentingnya peran usaha dagang terlihat dari kontribusinya
terhadap pendapatan nonpertanian yang cenderung meningkat, berkisar dari 4,6%
(Desa Baroko) sampai 20,5% (Desa Margamulya) pada 2008, kemudian berubah
menjadi 13,3% (Desa Karang Tengah) sampai 57,7% (Desa Margamulya) pada
2011.
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Tabel 8. Struktur Total Pendapatan per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas
Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Sumber Pendapatan

Desa  Tahun ?f’l/loa)I Total  Lahan Temnak Ung- Tam- Buruh - Buruh - Pegawai/ |, . Da- lain  Sewa  Perta-  Nonper-
gas bak tani nontani karyawan gang Aset nian tanian

Baroko 2008 Nilai 20471 10.741 84 56 0 131 188 7.579 0 432 1130 130 11.012  9.460
(%) 1000 525 04 03 00 06 09 370 00 2,1 55 06 538 46,2

2011  Nilai 27990 12525 2191 0 0 142  10.078 0 190 2.527 337 0 14858 13.132

(%) 100,0 448 78 00 00 05 36,0 00 07 9,0 12 00 53,1 46,9

Bendosari 2008  Nilai 15950 7.620 4574 0 0 1.058 51 2.036 0 223 217 172 13251  2.699
(%) 1000 478 287 00 00 66 03 128 00 1,4 14 11 83,1 16,9

2011  Nilai 38333 21087 11172 0 0 721 2124 0 0 2.749 26 253 32981  5.353

(%) 100 550 292 00 00 19 55 00 00 7,2 06 07 86,0 14,0

Karang 2008 Nilai 17.440  14.214 0 0 0 1870 208 0 0 200 706 243 16.083  1.357
Tengah (%) 100,0 81,5 00 00 00 107 1,2 00 00 11 41 14 92,2 7.8
2011  Nilai 40.800 32464 135 0 0 3.740 2750 0 0 592 61 1.058 36339  4.461

(%) 1000 796 03 00 00 92 6,7 00 00 1,5 02 26 89,1 10,9

Maqga- 2008  Nilai 37.790  34.017 0 0 0 1650 256 278 0 43% 747 407  35.666  2.124
e (%) 100,0 90,0 00 00 00 44 0,7 07 00 1,2 2,0 11 94,4 5,6
2011  Nilai 55.110 39.088 1445 0 0 1717 5213 0 8 7421 141 0 42250 12.860

(%) 100,0 70,9 26 00 00 3,1 9,5 00 02 135 03 00 76,7 233

Keterangan: Nilai dalam Rp juta/RT/tahun
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Tabel 9. Struktur Pendapatan Pertanian per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan Komoditas
Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Sumber Pendapatan

Desa Tahun Nilai (%) - -
Total pertanian Lahan Ternak Unggas Tambak Buruh Tani
Baroko 2008 Nilai 11.011,5 10.740,5 84,2 55,6 0,0 131,2
(%) 100,0 97,5 0,8 0,5 0,0 1,2
2011 Nilai 14.858,1 12.525,3 2.191,2 0,0 0,0 141,6
(%) 100,0 84,3 14,7 0,0 0,0 1,0
Bendosari 2008 Nilai 13.250,7 7.619,6 4.573,5 0,0 0,0 1.057,7
(%) 100,0 57,5 34,5 0,0 0,0 8,0
2011 Nilai 32.980,6 21.087,1 11.172,3 0,0 0,0 721,2
(%) 100,0 63,9 339 0,0 0,0 2,2
Karang Tengah 2008 Nilai 16.083,2 14.213,5 0,0 0,0 0,0 1.869,6
(%) 100,0 88,4 0,0 0,0 0,0 11,6
2011 Nilai 36.338,7 32.463,8 135,4 0,0 0,0 3.739,5
(%) 100,0 89,3 04 0,0 0,0 10,3
Margamulya 2008 Nilai 35.666,3 34.016,8 0,0 0,0 0,0 1.649,6
(%) 100,0 954 0,0 0,0 0,0 4,6
2011 Nilai 42.250,4 39.088,1 1.445,0 0,0 0,0 1.717,3

(%) 100,0 92,5 3,4 0,0 0,0 41




Tabel 10. Struktur Pendapatan Nonpertanian per Tahun Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Desa Patanas dengan
Komaoditas Basis Sayuran, 2008 dan 2011

Sumber Pendapatan

T WD ey e el g R L sewasser
Baroko 2008 Nilai 9.459,5 188,0 7.579,2 0,0 432,4 1.129,9 130,0
(%) 100,0 2,0 80,1 0,0 46 11,9 1,4

2011 Nilai 13.131,8 10.078,2 0,0 190,0 2.527,1 336,5 0,0

(%) 100,0 76,7 0,0 1,4 19,2 2,6 0,0

Bendosari 2008 Nilai 2.698,9 50,5 2.036,3 0,0 223,4 216,8 171,9
(%) 100,0 1,9 754 0,0 8,3 8,0 6,4

2011 Nilai 5.352,7 2.124,4 0,0 0,0 2.749,4 225,8 253,1

(%) 100,0 39,7 0,0 0,0 51,4 4,2 4,7

Karang 2008 Nilai 1.356,5 207,9 0,0 0,0 199,6 706,0 243,1
Tengah (%) 100,0 15,3 0,0 0,0 14,7 52,0 17,9
2011 Nilai 4.460,8 2.749,8 0,0 0,0 592,2 60,9 1.057,8

(%) 100,0 61,6 0,0 0,0 13,3 1,4 23,7

Margamulya 2008 Nilai 2.123,7 256,0 277,5 0,0 435,9 747,3 407,0
(%) 100,0 12,1 13,1 0,0 20,5 35,2 19,2

2011 Nilai 12.859,5 5.213,3 0,0 84,4 7.420,6 141,3 0,0

(%) 100,0 40,5 0,0 0,7 57,7 1,1 0,0
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Perbedaan kontribusi pendapatan dari berburuh nontani terhadap pendapatan
nonpertanian disebabkan oleh perbedaan jumlah anggota rumah tangga yang
melakukan kegiatan berburuh nontani. Di desa-desa penelitian jumlah rumah
tangga yang menjadikan buruh tani sebagai sumber pendapatan, terdapat dalam
persentase yang relatif kecil. Persentase ini berkisar dari 1,9% (Desa Bendosari)
hingga 15,3% (Desa Karang Tengah). Peran pendapatan dari berburuh nontani
terhadap pendapatan nonpertanian tampak semakin penting dan kontribusinya
terhadap pendapatan nonpertanian meningkat drastis menjadi sekitar 39,7% (Desa
Bendosari) hingga 76,7% (Desa Baroko).

Usaha sewa aset merupakan sumber pendapatan terbesar keempat.
Kontribusi usaha sewa aset berkisar dari 1,4% (Desa Baroko) sampai 19,2% (Desa
Margamulya) pada 2008. Kontribusi usaha sewa aset cenderung turun menjadi
berkisar dari 0% (Desa Baroko dan Margamulya) sampai 23,7% (Desa Karang
Tengah) pada 2011.

KESIMPULAN

Indeks Gini pendapatan rumah tangga, pendapatan pertanian, dan
penguasaan lahan menunjukkan ada ketimpangan sedang sampai berat. Hal ini
menunjukkan perlunya strategi yang menyeluruh untuk membantu rumah tangga
perdesaan, terutama petani berskala kecil, agar mendapat manfaat yang lebih besar
dari pertumbuhan ekonomi.

Pada umumnya rumah tangga di desa penelitian mempunyai sekitar 2-3
sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kontribusi sektor
pertanian terhadap pendapatan rumah tangga cenderung meningkat, kecuali di
Desa Baroko karena terjadinya penurunan harga komoditas pertanian, terutama
komoditas sayuran yang menurun drastis pada saat panen raya karena belum ada
penangan pascapanen yang memadai. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah melalui industri pengolahan hasil pertanian dan kebijakan perlindungan
harga.

Akses terhadap lahan masih sangat penting untuk rumah tangga perdesaan
karena pendapatan rumah tangga masih tinggi pada aktivitas usaha tani berbasis
lahan untuk mempertahankan kehidupan dan menghasilkan tambahan pendapatan.
Pendapatan dari sektor nonpertanian berperan penting sebagai sumber pendapatan
rumah tangga perdesaan bahkan semakin meningkat. Untuk mendukung
tumbuhnya sektor nonpertanian di wilayah perdesaan diperlukan bantuan keuangan
bagi rumah tangga miskin agar dapat memulai aktivitas nonpertanian.
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PERANAN TERNAK DALAM MENOPANG EKONOMI RUMAH
TANGGA DI PERDESAAN PADA WILAYAH
AGROEKOSISTEM PERKEBUNAN

Bambang Winarso

PENDAHULUAN

Data perkembangan luas areal perkebunan selama tahun 2000-2012
menunjukkan perkembangan yang terus meningkat baik untuk tanaman sawit,
kakao, karet, maupun tebu. Selama kurun waktu tersebut luas perkebunan karet
meningkat dari 3,37 juta ha (2000) meningkat menjadi 3,50 juta ha (2012). Luas
perkebunan sawit selama periode yang sama meningkat tajam dari 7,00 juta ha
(2000) meningkat 9,57 juta ha (2015). Perkembangan luas kebun kakao juga
mengalami perkembangan pesat dari 0,75 juta ha (2000) meningkat menjadi 1,7
juta ha (2012), sementara perkembangan luas perkebunan tebu justru mengalami
penurunan yang sangat tajam di mana luas areal kebun tebu pada tahun 2000
seluas 1,69 juta ha turun menjadi 0,45 juta ha (2012).

Data perkembangan luas areal perkebunan tersebut setidaknya merupakan
petunjuk bahwa di satu sisi ada beberapa komoditas perkebunan yang memiliki
peluang besar untuk dijadikan lahan pengembangan ternak melalui pola integrasi,
tetapi di sisi lain justru sebaliknya. Salah satu peluang besar untuk pengembangan
ternak adalah memanfaatkan lahan perkebunan sebagai basis kegiatan usaha. Areal
perkebunan yang saat ini banyak dijadikan sebagai wilayah pengembangan ternak
adalah wilayah pengembangan komoditas kelapa sawit dengan ternak sapi potong
sebagai ternak yang dikembangkan. Hasil kajian yang dilakukan oleh beberapa ahli
menunjukkan bahwa pemanfaatan hijauan yang ada di sekitar pohon sawit maupun
limbah tanaman, bahkan sampai dengan limbah industri sawit potensial sebagai
bahan pakan ternak sapi potong.

Integrasi tanaman-ternak merupakan suatu sistem pertanian yang dicirikan
oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu
usaha tani atau dalam suatu wilayah. Keterkaitan tersebut merupakan suatu faktor
pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan
pertumbuhan ekonomi wilayah dengan cara yang berkelanjutan (Pasandaran et al,,
2005). Integrasi antara tanaman dan ternak dapat diaplikasikan di wilayah
agroekosistem komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) dan wilayah
agroekosistem tanaman perkebunan. Sistem usaha tani tanaman ternak pada
dasarnya merupakan respon petani terhadap faktor risiko yang harus dihadapi,
mengingat berbagai ketidakpastian dalam berusaha tani (Soedjana, 2007 dalam
Prawiradiputra, 2009).

Kaitannya dengan integrasi antara tanaman dan ternak, hasil kajian Zurriyati
(2008) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani dapat dilakukan
dengan sistem usaha tani terpadu/terintegrasi antara tanaman dan sapi potong.
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Pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi merupakan salah satu peluang
tambahan pendapatan petani dari kegiatan usaha tani tersebut. Tambahan
pendapatan petani dari hasil kompos kasus di Desa Masda Makmur, Kabupaten
Rokan Hulu-Riau berkisar antara 30% sampai dengan 100%. Dalam hal optimalisasi
pemanfaatan limbah, Diwyanto et a/ (2002) mengemukakan bahwa penggunaan
pupuk organik membuka peluang pasar dan mendorong masyarakat perdesaan
untuk mengembangkan industri pupuk dengan memelihara ternak (sapi).

Penulis yang sama juga mengemukakan bahwa anak sapi (pedet) merupakan
produk utama dari budi daya sapi dengan sebagian biaya pakan yang dapat diatasi
dengan penjualan pupuk organik dan peternakan dapat dipandang sebagai usaha
investasi (tabungan) yang tidak terkena inflasi yang mampu menciptakan lapangan
kerja dan menjadi bagian integral dari sistem usaha tani dan kehidupan masyarakat.
Kaitannya dengan beberapa hasil kajian beberapa ahli tersebut setidaknya
menyiratkan bahwa integrasi antara tanaman dan ternak, baik antara tanaman
pangan dan ternak maupun tanaman perkebunan dengan ternak, pada intinya
adalah tidak sekedar menciptakan kegiatan atau usaha sampingan di luar komoditas
utama yang diusahakan. Akan tetapi, ada konsep upaya untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi dari kegiatan sampingan lainnya yang ingin dicapai.

Kaitannya dengan integrasi antara tanaman dan ternak, Devendra (dalam
Winarso dan Basuno, 2002) mengemukakan bahwa ada delapan keuntungan
penerapan sistem budi daya tanaman-ternak, yaitu (1) diversifikasi penggunaan
sumber daya produksi; (2) mengurangi risiko; (3) efisiensi penggunaan tenaga
kerja; (4) efisiensi penggunaan komponen produksi; (5) mengurangi
ketergantungan energi kimia dan energi biologi serta masukan sumber daya lainnya
dari luar; (6) sistem ekologi lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi sehingga
melindungi lingkungan hidup; (7) meningkatkan output; dan (8) mengembangkan
rumah tangga petani menjadi lebih stabil. Setidaknya, hasil beberapa kajian
menunjukkan bahwa konsep pola budi daya integrasi tanaman-ternak telah terbukti
secara langsung memberikan keuntungan finansial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melihat
sampai sejauh mana kegiatan integrasi antara beberapa komoditas perkebunan
terpilih dengan ternak dengan memanfaatkan masing-masing limbah yang ada
mampu berperan dalam menopang dan meningkatkan ekonomi rumah tangga di
desa contoh Patanas di mana komoditas perkebunan sebagai komoditas basis.

METODE ANALISIS

Sumber data tulisan ini merupakan data primer penelitian Patanas yang
dilakukan pada tahun 2012 dan merupakan hasil resurvei rumah tangga yang telah
disurvei pada tahun 2009 pada agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan
dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, kakao, dan tebu lahan kering. Lokasi
penelitian di wilayah agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan yang sudah
dilakukan pada survei pertama (tahun 2009) adalah Jambi (Kabupaten Batanghari
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dan Muaro Jambi, mewakili komoditas karet dan kelapa sawit), Jawa Timur
(Kabupaten Malang dan Lumajang, mewakili komoditas Tebu), Kalimantan Barat
(Kabupaten Sanggau, mewakili komoditas karet dan kelapa sawit), dan Sulawesi
Selatan (Kabupaten Pinrang dan Luwu, mewakili komoditas kakao). Analisis data
dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang sederhana.

MODEL PENGEMBANGAN INTEGRASI TANAMAN-TERNAK

Permentan No. 19 tahun 2010 menyebutkan bahwa swasembada daging sapi
sudah lama didambakan oleh masyarakat agar ketergantungan terhadap impor baik
sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan mengembangkan potensi
dalam negeri. Dengan berswasembada, daging sapi tersebut akan diperoleh
keuntungan dan nilai tambah, vyaitu (1) meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan peternak, (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru, (3)
penghematan devisa negara, (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal,
dan (5) semakin meningkatnya penyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh
dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketenteraman lebih terjamin.
Permentan No. 19 tahun 2010 tersebut memiliki sasaran utama meningkatnya
populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014 dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 12,48%.

Dalam upaya menunjang program tersebut Badan Litbang Pertanian sangat
gencar mengintroduksi inovasi teknologi, di antaranya model sistem integrasi
tanaman-ternak. Penerapan model usaha tani tanaman-ternak dihadapkan pada dua
fenomena yang bertentangan. Di satu pihak, pertanian dituntut dalam penyediaan
pangan yang cepat sehingga sangat eksploratif terhadap sumber daya alam yang
ada. Di sisi lain, ada koreksi terhadap model pertanian yang mengisyaratkan
perlunya pembangunan pertanian berbasis agroekosistem yang berkelanjutan
(Sudaratmaja dan Faqi, 2005). Salah satu peluang besar untuk pengembangan sapi
potong melalui pola integrasi tanaman-ternak adalah memanfaatkan lahan
perkebunan sebagai basis kegiatan usaha budi daya ternak. Areal komoditas
perkebunan yang saat ini banyak dijadikan sebagai wilayah pengembangan ternak
seperti sapi potong, di antaranya adalah wilayah pengembangan komoditas kelapa
sawit, kakao, tebu, dan karet. Bahri dan Tiesnamurti (2012) mengemukakan bahwa
untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani secara berkesinambungan perlu
pemanfaatan sumber bahan pakan dari produk samping pertanian dan industri
pertanian, di samping pengembangan inovasi teknologi pakan untuk memanfaatkan
bahan pakan dan pakan nonkonvensional yang tidak berkompetisi dengan
kebutuhan manusia.
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Integrasi Ternak-Sawit

Konsep integrasi sapi dengan kelapa sawit merupakan suatu sistem usaha
tani tanaman-ternak yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia
karena didukung dengan luas tanam kelapa sawit mencapai 7 juta ha dan
kesesuaian adaptasi ternak sapi yang baik (Ishak, 2009 da/am Hugeng, 2012).
Sementara, Barani (2009) mengatakan bahwa kebijakan integrasi ternak sapi-sawit
merupakan salah satu bentuk kontribusi perkebunan dalam program swasembada
daging sapi dan solusi problematika limbah perkebunan. Oleh karena itu, integrasi
ternak sapi-sawit diharapkan dapat mengurangi permasalahan limbah ternak sapi
(kotoran) dan limbah kegiatan usaha kelapa sawit. Dengan teknologi sederhana,
limbah perkebunan berupa dedaunan sawit dan gulma dapat dimanfaatkan sebagai
pakan ternak dan kotoran sapi untuk pupuk organik. Pemanfaatan hasil dan limbah
sawit untuk pakan ternak dengan ketersediaan yang cukup (in-situ situation) akan
menghidupi ternak tanpa perlu mendatangkan tambahan pakan dari luar (ex-situ
situation) (Djajanegara et al., 2005).

Yamin et al (2010) mengemukakan bahwa model Sistem Integrasi Sapi di
Kebun Sawit (SISKA) di Sumatra Selatan dapat dilakukan dengan pola
penggemukan, pembibitan, dan kombinasi. Usaha ini dilakukan oleh petani plasma
kebun sawit dengan pengelolaan kelompok untuk usaha penggemukan, pengelolaan
individu untuk usaha pembibitan, dan kombinasi. Daru et a/ (2014) juga
mengemukakan bahwa hijauan antartanaman di perkebunan kelapa sawit memiliki
potensi yang besar sebagai sumber hijauan bagi sapi potong. Jenis-jenis tanaman
yang tumbuh di bawah pohon kelapa sawit umumnya sebagai gulma, namun juga
dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan bagi sapi potong. Hal ini
digambarkan oleh produksi hijauan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit
maupun komposisi kimia zat-zat makanan yang dikandungnya.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Matheus ef a/ (2005) juga menunjukkan
bahwa pakan ternak sapi potong yang berasal dari limbah sawit terutama dalam
bentuk hasil fermentasi bungkil sawit yang dilengkapi dengan pelepah kelapa sawit
merupakan sumber serat pakan yang baik untuk menambah kenaikan bobot ternak
sapi hidup. Teknologi inovatif pakan dan pola pengembangan ternak sistem
integrasi ternak di kawasan perkebunan sawit (SISKA) bahkan mendekati Zero cost;
dengan carrying capacity sekitar 1-2 AU/ha. Pengkajian untuk pola ini masih terus
dikerjakan yang sepenuhnya dilakukan dengan sistem kredit dan saat ini jumlah
ternak sapi telah mencapai 6.000 ekor

Fitrini et al/ (2012) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh anggota kelompok tani
Suka Mulia sebesar Rp52.245.305 per peternak per tahun yang berasal dari usaha
tanaman kelapa sawit rata-rata sebesar Rp49.835.504 per peternak per tahun dan
dari usaha ternak sapi rata-rata sebesar Rp2.409.801 per peternak per tahun. R/C
usaha ternak sapi sebesar 1,18, artinya usaha tersebut menguntungkan karena R/C
ratio >1 dan usaha ini layak untuk dikembangkan. Sementara, kontribusi yang
diberikan ternak sapi terhadap pendapatan anggota kelompok tani Suka Mulia di
perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Merlung rata-rata sebesar 4,36%.

68 Panel Petani Nasional: Rekonstruksi Agenda Peningkatan Kesejahteraan Petani




Integrasi Ternak-Tebu

Luas total areal tebu pada tahun 2012 adalah 450.297 ha yang terdiri atas
tebu rakyat 252.166 ha dan areal tebu swasta 198.131 ha. Rata-rata produktivitas
tebu di Indonesia adalah 76,7 ton/ha dengan limbah tanaman berupa pucuk tebu
sebesar 30,8 ton/ha. Limbah pucuk tebu tersebut berpotensi sebagai pakan ternak
ruminansia. Dengan luas areal pengembangan saat ini maka akan terdapat
13.869.147,6 ton pucuk tebu yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif
atau substitusi hijauan untuk ternak sapi. Adanya potensi pakan ternak yang cukup
melimpah dan bermutu ini membuka peluang dikembangkannya ternak, khususnya
ternak sapi di lingkungan perkebunan tebu (Romli et al, 2012).

Dalam hal pengembangan integrasi antara tanaman tebu dengan ternak
khususnya sapi, Khulug (2012) mengemukakan bahwa pengembangan model
integrasi tebu-sapi sesuai dengan pola pengusahaan tebu/sapi yang penting adalah
perlunya penelitian teknik pembuatan silase dari limbah tanaman tebu (daun
rogesan, pucuk, dan anakan) untuk pakan ternak yang bernutrisi. Berdasarkan hasil
survei tersebut maka model integrasi tebu-ternak yang dikembangkan harus
memerhatikan agroekologi, jenis pengelolaan usaha tani tebu, dan sosial budaya
masyarakat.

Dalam penelitiannya, Khulug (2012) juga menyimpulkan bahwa limbah
pertanian tebu yang meliputi daun, pucuk tebu, bagas, dan molase dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan demikian, limbah daun tebu dan bagas
yang melimpah (16,7 juta ton) yang diolah menjadi pakan ternak fermentasi
probiotik dapat digunakan untuk pengganti pakan hijauan di musim kemarau dan
bahan baku konsentrat. Proses pengolahan limbah perlu dilakukan untuk
meningkatkan nilai nutrisi dan daya cerna pakan limbah tebu. Di sisi lain, Kuswandi
(2007) mengemukakan bahwa serat limbah perkebunan tebu (pucuk tebu) dan
pabrik gula (pith dan bagas) dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak melalui
beberapa perlakuan dan suplementasi terutama pemanfaatan bagas. Penggunaan
pith dan bagas dalam bentuk asli maupun setelah diberi praperlakuan harus tetap
disuplementasi beberapa macam bahan yang diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas ternak.

Integrasi Ternak-Kakao

Integrasi antara ternak dengan tanaman kakao kurang populer dibandingkan
dengan integrasi antara ternak (sapi potong) dengan tanaman kelapa sawit.
Sumarsih et al. (2009) mengemukakan bahwa kendala pemanfaatan kulit buah
kakao sebagai pakan adalah tingginya kandungan serat kasar dengan kecernaan
dan protein kasar yang rendah. Akan tetapi, melalui teknologi amoniasi dengan
penggunaan urea 7% dan lama pemeraman 21 hari dapat meningkatkan kualitas
pada pakan asal limbah kakao. Sementara, Bamualim dan Tiesnamurti (2009)
mengemukakan bahwa sistem integrasi kakao dengan ternak sapi sudah mulai
dikembangkan di daerah produsen kakao di Sulawesi, tetapi pemanfaatannya masih
terbatas. Permasalahannya perkebunan kakao umumnya sudah penuh dengan
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tanaman pokok sehingga peluang ketersediaan tanaman pakan sangat kecil dan
penggembalaan sapi di antara tanaman kakao sulit dilaksanakan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kuswandi dan Ismeth (2009) bahwa hasil
ikutan perkebunan kakao dan pabrik pengolahan cokelat, terutama kulit buah dan
kulit biji, dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak melalui beberapa perlakuan yang
sederhana yang dapat dilakukan oleh peternak terutama dengan pengawetan agar
dapat tahan disimpan dalam waktu lama.

INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI DESA PATANAS

Ragam Sumber Pendapatan Keluarga

Sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan Patanas dapat dibedakan
menjadi sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian dan dari sektor
nonpertanian. Desa contoh Patanas 2012 merupakan desa-desa yang berbasis
perkebunan, maka wajar bila sumber pendapatan masyarakat di desa-desa tersebut
sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Namun, letak geografis desa dan
akses jalan dan komunikasi yang semakin baik dan maju menyebabkan tidak
dominannya sumber pendapatan dari sektor pertanian, dan juga seiring waktu dan
proses pembangunan yang terjadi, sebuah desa berbasis perkebunan pun dapat
berubah sumber pendapatannya yang tadinya didominasi oleh sumber pendapatan
dari sektor pertanian menjadi dari nonpertanian.

Beydha (2002) mengemukakan bahwa struktur masyarakat di Indonesia
menurut status pendapatan umumnya terdiri dari lapisan-lapisan sebagai berikut:
(1) lapisan teratas adalah perkebunan besar (milik pemerintah) seluas 1,1 juta
hektar, di mana penguasaan hutan yang dikelola beberapa perusahaan negara
sebesar 1 juta hektar hutan produksi dan perusahaan swasta yang sejak tahun 1967
terdapat 4.000 perusahaan swasta kebanyakan milik perusahaan asing yang
mengusahakan penebangan hutan di areal seluas 36 juta hektar di berbagai pulau;
(2) lapisan kedua adalah adalah perkebunan berskala menengah yang dimiliki
perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dengan luas 1,1 juta hektar; (3) lapisan
ketiga adalah petani marginal (memiliki lebih kecil dari 0,5 hektar) sebanyak 6 juta
rumah tangga di mana kebanyakan di Jawa, dan dari jumlah tersebut 5,2 juta
rumah tangga menguasai tanah seluas 1,5 hektar (sehingga rata-rata luasnya
adalah 0,25 hektar); dan (4) petani yang tidak bertanah atau lapisan bawah adalah
sebesar 7,2 juta rumah tangga. Dengan struktur demikian, meskipun perkebunan
rakyat yang diusahakan oleh rumah tangga pekebun di perdesaan secara
keseluruhan memiliki kontribusi yang besar dalam struktur areal maupun produksi
perkebunan secara nasional, namun secaraperorangan mereka berada pada posisi
yang kurang memadai dalam struktur pendapatan masyarakat.

Hasil survei Patanas 2012 menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa-
desa Patanas umumnya berasal dari sektor pertanian, namun tidak demikian pada
desa Patanas di mana komoditas perkebunan sebagai komoditas utama. Desa Bakti
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di Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) merupakan desa berbasis perkebunan kakao
yang letaknya dilewati oleh jalan lintas Sulawesi sehingga kondisinya sangat ramai,
aktivitas ekonominya sangat beragam, dan akses komunikasinya demikian lancar
sehingga sangat memudahkan dan juga menjadi peluang besar bagi masyarakatnya
untuk menambah pendapatannya terutama dari sektor nonpertanian seperti
berdagang, buka warung/toko, dan usaha transportasi. Oleh sebab itu, walaupun
lahan kakao di desa tersebut demikian luas dan tetap menjadi sumber pendapatan
masyarakatnya, namun pendapatan rumah tangga petani dari nonpertanian lebih
besar dibandingkan pertanian.

Kasus di desa di mana komoditas tebu sebagai komoditas basis menunjukkan
bahwa terkait dengan adanya perubahan sumber pendapatan antara tahun 2009
dan 2012, ada hal menarik yang terjadi di dua desa berbasis perkebunan tebu di
Kabupaten Malang dan Lumajang. Di Kabupaten Malang pada tahun 2009, sumber
pendapatan masyarakat desa sedikit lebih dominan berasal dari sektor nonpertanian
(50,91%), namun pada tahun 2012 sumber pendapatan justru lebih dominan dari
sektor pertanian (74,33%). Perubahan ini terjadi karena rendemen tebu dan harga
gula yang konsisten meningkat sejak 2009 sehingga petani tebu memperluas areal
tanam tebu terutama di lahan persawahan yang produktivitas tebunya lebih baik
dibandingkan lahan kering. Sementara di Lumajang terjadi sebaliknya, tahun 2009
sumber pendapatan rumah tangga di Lumajang sebagian besar petani berawal dari
sektor pertanian (63,09%), akan tetapi pada tahun 2012 sumber pendapatan
dominan berawal dari sektor nonpertanian. Hal itu disebabkan karena semakin
banyak petani menyewakan lahannya kepada tuan tanah (Susilowati et a/., 2012).

Kasus di desa-desa Patanas berbasis komoditas kelapa sawit dan karet,
pendapatan dari sektor pertaniannya dominan berasal dari usaha perkebunan, dan
dalam periode 2009-2012 kecenderungannya semakin meningkat. Dominannya
pendapatan dari usaha kebun karet disebabkan tanaman karet dapat dipanen
hampir tiap hari dan dijual setiap dua minggu sekali sehingga petani dapat
memperoleh uang dalam waktu cepat dan relatif lebih mudah dari sisi penjualan
hasil getah karet. Sementara, pendapatan dari usaha perkebunan kelapa sawit
relatif sangat besar dan dapat dipastikan menjadi andalan penghasilan petani dari
sektor pertanian. Tambahan pendapatan lainnya dari sektor pertanian berturut-turut
berasal dari berburuh tani, usaha tani sawah, dan beternak sapi.

Secara umum, pendapatan usaha perkebunan masih menjadi andalan rumah
tangga di desa-desa berbasis komoditas perkebunan. Walaupun demikian, para
petani perkebunan ini tetap menyisihkan lahannya untuk dijadikan persawahan dan
ditanami padi yang hasilnya tidak dijual, tetapi disimpan sebagai cadangan pangan.
Selain itu, pekerjaan berburuh tani menjadi pilihan untuk menambah penghasilan.
Sementara, dengan tingkat penghasilan petani perkebunan yang rata-rata lebih baik
dibandingkan petani tanaman pangan, maka banyak rumah tangga yang anggota
keluarganya bekerja di luar desa sebagai buruh di sektor nonpertanian dan
berusaha dagang.
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Peran Ternak dalam Ekonomi Rumah Tangga

Hasil penelitian Susilowati ef a/. (2009) menunjukkan bahwa pada wilayah
berbasis komoditas perkebunan, struktur pendapatan rumah tangga didominasi oleh
pendapatan dari lahan kebun dan tegal yang kontribusinya mencapai 49,54%,
sedangkan kontribusi pendapatan dari usaha ternak masih relatif kecil, kecuali pada
wilayah komoditas basis tebu yang kontribusinya mencapai sekitar 12%. Belum
berkembangnya usaha non-lfand base juga ditemukan pada wilayah lahan sawah.
Kontribusi pendapatan dari kegiatan berburuh tani relatif kecil yaitu 6,39% dengan
kisaran antarkomoditas basis 1,5-22%. Hal ini disebabkan pasar tenaga kerja tidak
berkembang, kegiatan usaha tani dilakukan dengan tenaga kerja keluarga sehingga
kesempatan kerja berburuh tani relatif terbatas.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan rumah
tangga perkebunan berbeda antarkomoditas basis dan lokasi. Pendapatan rumah
tangga di daerah berbasis perkebunan berkisar antara Rp13 hingga Rp34 juta per
tahun, tertinggi pada komoditas kelapa sawit dan terendah pada komoditas tebu.
Pada daerah yang berbasis basis karet, kelapa sawit, dan tebu, sektor pertanian
masih merupakan sumber pendapatan utama dengan kisaran 53—82%. Sementara
itu, pada daerah yang berbasis komoditas kakao, peranan sektor pertanian sebagai
sumber pendapatan cenderung menurun, hanya sekitar 43%. Di antara sumber
pendapatan di luar sektor pertanian, buruh nonpertanian, dan dagang/pekerja
penjualan memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan
usaha/kegiatan lainnya.

Berkembangnya buruh nonpertanian dan pekerja penjualan mengindikasikan
bahwa kegiatan yang berkembang di wilayah penelitian adalah kegiatan yang tidak
memerlukan modal. Hal ini mendukung argumentasi bahwa tidak berkembangnya
sektor nonpertanian di perdesaan salah satu penyebabnya adalah karena
keterbatasan modal. Rataan kontribusi pendapatan berburuh nonpertanian 17,45%,
dengan kisaran  antarkomoditas  basis = 10-38%. Kontribusi  transfer
pendapatan/kiriman pada wilayah berbasis komoditas perkebunan relatif kecil
(1,15%). Pada desa berbasis basis tebu kontribusi transfer pendapatan berkisar
antara 1,86—4,58%sebesar 4,58% dan 1,86% pada komoditas basis. Sumbangan
pendapatan berasal dari transfer ini terkait dengan keterbatasan kesempatan kerja
pada wilayah-wilayah tersebut.

Integrasi Tanaman Perkebunan-Ternak di Desa Patanas

Data hasil penelitian Patanas 2012 menunjukkan bahwa berdasarkan struktur
pendapatan selama kurun waktu tiga tahun (2009-2012) terlihat bahwa ternak
belum banyak berperan. Secara absolut rata-rata sumbangan hasil ternak terhadap
pendapatan rumah tangga selama periode tersebut memang mengalami kenaikan
tajam dari <Rp1 juta (2009) meningkat menjadi Rp6,35 juta (2012). Kenaikan tajam
tersebut terutama dialami oleh rumah tangga di daerah perkebunan tebu.
Meningkatnya sumbangan hasil ternak terhadap pendapatan rumah tangga di
daerah tebu tersebut tampaknya ada kaitannya dengan program pengembangan
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pembibitan ternak sapi potong di Jawa Timur. Selama periode 2009-2012
pemerintah sedang menggalakkan kredit program pembibitan ternak sapi potong
dengan bunga rendah. Di samping pemberian kredit dengan bunga rendah,
peternak juga diberikan grace period selama dua tahun untuk mulai mencicil
utangnya. Program tersebut berdampak langsung semakin meningkatnya jumlah
rumah tangga yang memelihara ternak, baik sapi potong maupun sapi perah.

Walaupun secara absolut ternak mampu memberikan sumbangan pendapatan
yang semakin meningkat, komoditas subsektor lainnya terutama perkebunan juga
mengalami hal yang sama. Komoditas kelapa sawit dan karet merupakan dua
komoditas yang sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga selama periode
tersebut tetap masih mendominasi. Semakin berkembangnya areal kebun sawit
maupun karet yang ditunjang oleh harga yang membaik berdampak terhadap
semakin berkembangnya penguasaan kebun karet maupun sawit oleh rumah
tangga. Hal ini tentu berdampak terhadap kanaikan pendapatan rumah tangga.
Dengan dinamika pendapatan rumah tangga yang demikian, maka di usaha ternak
memiliki andil positif terhadap perkembangan pendapatan secara keseluruhan. Akan
tetapi, perkembangan pendapatan dari usaha ternak ternak cenderung tetap
lamban. Secara persentase sumbangan ternak terhadap pendapatan rumah tangga
masih sangat kecil, yaitu kurang dari 3% (Tabel 1).

Tabel 1. Sumbangan Hasil Ternak Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Berdasarkan
Komoditas Basis di Desa Patanas Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009 dan 2012

Komoditas Karet Kakao Sawit Tebu Rata2
No. 2009 (%)
1.  Ternak ruminansia 0,73 1,39 0,01 10,73 2,07
2. Ternak unggas - - 0,02 1,12 0,18
3. Total ternak 0,73 1,39 0,03 11,85 2,25
4,  Total pendapatan RT (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2012 (%)
1.  Ternak ruminansia 1,27 0,76 0,29 45 1,7
2. Ternak unggas 1,17 0,02 - 1,99 0,8
3. Total ternak 2,44 0,78 0,29 6,49 2,5
4,  Total pendapatan RT (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2009 (Rp ribu)
1.  Ternak ruminansia 150 245 4 1.426 465
2.  Ternak unggas - - 9 148 40
3. Total ternak 150 245 13 1.574 505
4. Total pendapatan RT (juta) 20,6 17,9 33,87 12,87 21,44
2012 (Rp ribu)
1.  Ternak ruminansia 3.475 935 2.767 4.848 3.006
2. Ternak unggas 6.057 126 - 7.197 3.345
3. Total ternak 9.532 1.061 2.767 12.045 6.351
4. Total pendapatan RT(Rp juta) 46,04 36,9 72,15 44,38 49,86
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Ada beberapa penyebab mengapa ternak belum berkembang di desa-desa
Patanas. Pertama, masih terbatasnya program pemerintah yang berkaitan dengan
pengembangan ternak baik ternak unggas maupun ternak ruminansia di areal
perkebunan di desa contoh, dalam artian bahwa desa contoh Patanas belum banyak
tersentuh oleh program pengembangan ternak baik yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, masyarakat di wilayah perkebunan
cenderung enggan untuk melakukan budi daya ternak, mengingat bahwa hasil
kebun telah dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan padatnya aktivitas
kebun maka alokasi tenaga kerja akan terbagi, sementara curahan jam kerja untuk
aktivitas budi daya kebun sudah cukup padat bahkan kekurangan tenaga kerja.
Ketiga, masyarakat sekitar lokasi perkebunan belum membutuhkan diversifikasi
pendapatan, mengingat usia tanaman sedang dalam masa-masa produktif.
Masyarakat akan mencari penghasilan lain di luar komoditas utama, manakala
dihadapkan pada permasalahan tanaman utama perkebunan, seperti harga produk
yang jatuh secara berkepanjanagan atau tanaman sudah memasuki usia-usia tidak
produktif, terutama masa-masa replanting atau tanaman pada usia tua.

Peran Ternak dalam Menciptakan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga di
wilayah perkebunan memiliki lahan kebun, sehingga sebagian rumah tangga
mengandalkan pendapatannya dari luar usaha tani kebun baik sebagai buruh yang
berkaitan dengan perkebunan maupun di luar perkebunan, maupun usaha lainnya.
Beternak, dagang, atau jasa menjadi solusi untuk mendapatkan tambahan
penghasilan. Rumah tangga di wilayah perkebunan yang melakukan budi daya
ternak terutama ternak besar, khususnya sapi potong, secara umum curahan kerja
keluarga tetap didominasi tenaga pria dewasa baik dalam kegiatan merawat
kandang, mencari rumput, menggembala ternak, maupun kegiatan pemeliharaan
ternak lainnya.

Secara proporsional dalam kegiatan budi daya ternak tersebut dibutuhkan
curahan kerja tenaga pria dewasa sebesar 68,18%, tenaga wanita sebesar 23,17%
sementara tenaga anak-anak sebesar 8,65%. Artinya, walaupun peran tenaga kerja
keluarga terutama pria sangat dominan dalam usaha budi daya ternak, terutama
ternak besar, namun tenaga kerja wanita juga turut berperan. Hal tersebut senada
dengan hasil kajian Lestariningsih et a/ (2006) yang menunjukkan bahwa wanita
peternak sapi perah mempunyai peran dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.
Alokasi waktu kerja wanita yang digunakan utuk mengerjakan kegiatan sapi perah
adalah sekitar 1-2 jam per hari, sedangkan alokasi waktu laki-laki adalah sebesar 2—
4 jam per hari. Masih dapat dilakukan pembinaan untuk mengisi waktu luang
peternak pria dan wanita agar dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan
peternak. Secara umum, kontribusi pendapatan istri (wanita) dalam keluarga cukup
besa, yaitu 44,99% dari total pendapatan keluarga sehingga wanita berperan
sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
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Manfaat Ternak di Lokasi Contoh

Selain diandalkan untuk memberikan sumbangan pendapatan keluarga,
ternak juga mempunyai manfaat lain. Di samping dapat dimanfaatkan tenaganya,
ternak juga dapat menghasilkan limbah kotoran ternak sebagai pupuk kompos.
Akan tetapi, pemanfaatan ternak dan hasil ternak tersebut tersebut masih sangat
terbatas. Sebagai contoh, dalam hal pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk
organik tampaknya masih sangat minim sekali. Sebagian besar responden masih
belum sadar betul tentang manfaat pupuk kotoran ternak. Hanya masyarakat di
wilayah perkebunan tebu yang baru memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk
organik, itu pun masih dalam rumah tangga yang terbatas dan kecil (3,7%).

Ada beberapa kemungkinan mengapa kotoran ternak cenderung kurang
dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Pertama, sistem pemeliharaan cenderung
ekstensif di mana ternak dilepas bebas baik siang maupun malam sehingga kotoran
ternak tidak ter”manage’ dengan baik dan cenderung tercecer ke mana-mana.
Kedua, pola pemeliharaan ternak yang dilakukan adalah semy intensif, di mana pada
saat siang ternak di lepas bebas, sedangkan pada malam hari ternak dikandangkan,
sehingga kotoran ternak yang tertampung di kandang tidak begitu banyak. Ketiga,
masih terbatasnya peternak yang sanggup memelihara ternak dengan sistem
intensif di mana ternak sepenuhnya dikandangkan dan diberi pakan full ransum
sehingga limbah kotoran ternaknya akan tertangani dengan lebih baik.

Pemeliharaan ternak dengan pola intensif di samping membutuhkan biaya
pakan yang sangat besar juga membutuhkan pengetahuan teknologi budi daya
ternak yang baik. Tidak hanya teknologi yang berkaitan dengan pakan, tetapi juga
teknologi yang berkaitan dengan sistem pemeliharaan lainnya. Selain itu, pola ini
lebih diaplikasikan untuk usaha penggemukan ternak (7attening). Ketiga faktor
tersebut tampaknya menjadikan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk alami
masih sangat terbatas.

Kondisi penggunaan lahan sebagai basis komoditas perkebunan yang
umumnya tanaman keras (karet, sawit, dan kakao), menyebabkan pemanfaaatan
tenaga ternak dapat dikatakan tidak ada, kecuali di areal perkebunan tebu. Dengan
berkembangnya teknologi usaha tani tebu terutama dalam pengolahan lahan yang
cenderung menggunakan sistem mekanisasi, maka penggunaan tenaga ternak
menjadi sangat rendah. Data menunjukkan bahwa di areal perkebunan tebu hanya
3,7% peternak yang memanfaatkan ternaknya sebagai ternak pekerja. Jenis ternak
yang dimanfaatkan tenaga kerjanya adalah sapi jenis Peranakan Ongole (PO) atau
jenis Brahman. Jenis-jenis sapi tersebut dimanfaatkan tenaganya sebagai hewan
pembajak atau penarik gerobak.

Usaha Ternak Dilihat dari Aspek Kelembagaan

Ternak bagi sebagian masyarakat di perdesaan tidak sekedar merupakan aset
dan tabungan keluarga, melainkan juga berfungsi sebagai status sosial mengingat
ternak terutama ternak besar memiliki nilai finansial yang tidak sedikit. Dengan
tingginya nilai finansial tersebut, maka tidak banyak rumah tangga perdesaan yang
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mau dan sanggup untuk memiliki ternak besar. Dalam pengadaan ternak besar
tersebut, di samping membutuhkan dana yang tidak sedikit juga harus menyiapkan
tenaga kerja keluarga yang mampu untuk mengelolanya.

Bagi sebagian keluarga peternak yang menghadapi kendala tenaga kerja
keluarga maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu
pertama, mencari tenaga kerja diluar keluarga (tenaga kerja upahan); kedua,
menggaduhkan ternaknya kepada orang lain. Solusi kedua tampaknya lebih banyak
dilakukan oleh keluarga peternak, mengingat bahwa cara pertama biayanya tidak
sedikit. Di samping itu, dalam kegiatan pemeliharaan ternak secara umum ternak
yang dimiliki masih dalam skala kecil sehingga akan tidak efisien apabila dalam
kegiatan budi daya ternak menggunakan tenaga upahan.

Dalam sistem gaduhan, aturan main yang diterapkan umumnya sistem bagi
hasil. Dengan sistem tersebut, penggaduh mendapatkan sebagian dari hasil usaha,
baik berupa hasil budi daya dalam sistem pembiakan maupun penggemukan.
Apabila sistem pemeliharaan yang ditempuh adalah pembiakan, maka penggaduh
akan mendapatkan sebagian hasil ternak berupa pedet/anakan ternak yang lahir
seperdua atau sepertiga bagian tergantung perjanjian. Sementara, apabila sistem
pemeliharaan yang dilakukan adalah penggemukan (umumnya sapi jantan) maka
kenaikan nilai tambah (daily gain) dari berat badan ternak sebagian akan diberikan
untuk penggaduh.

Realisasi menunjukkan bahwa sistem gaduhan ternak menyebar hampir di
semua lokasi desa contoh di wilayah perkebunan baik di wilayah dengan komoditas
basis kelapa sawit, kakao, maupun tebu. Di wilayah perkebunan kakao dan tebu,
persentase penggaduh cukup tinggi (>20%), sementara di wilayah perkebunan
sawit 14,29% dari responden peternak. Tingginya minat peternak untuk melakukan
pemeliharaan ternak dengan sistem gaduhan mencerminkan bahwa sistem ini
banyak diminati oleh masyarakat (Tabel 2).

Ada beberapa penyebab mengapa sistem gaduhan ternak tersebut tumbuh
subur di perdesaan perkebunan. Pertama, tingginya minat masyarakat untuk
melakukan budi daya ternak, tetapi masih dihadapkan pada penguasaan modal
yang lemah untuk pengadaan ternak. Dengan cara menggaduh maka yang
bersangkutan dapat melakukan budi daya ternak. Kedua, tingginya potensi wilayah
sekitar responden untuk usaha pengembangan ternak seperti halnya ketersediaan
hijauan pakan ternak maupun ketersediaan limbah perkebunan atau limbah lainnya
yang dapat dijadikan pakan ternak. Ketiga, terbukanya peluang transaksi ternak
(pasar) sehingga dalam usaha budi daya ternak akan mudah untuk melakukan jual
beli ternak baik dalam upaya untuk mendapatkan ternak yang akan dipelihara
maupun kemudahan dalam menjual ternak hasil budi daya. Keempat, iklim yang
kondusif dalam budi daya ternak baik keamanan dari hama, penyakit, maupun
aman dari pencurian ternak. Budi daya ternak baik ternak besar maupun ternak
kecil pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan usaha yang dapat memberikan
penghasilan baik penghasilan sampingan maupun penghasilan pokok. Dalam upaya
pengembangan ternak akan lebih tepat apabila kinerjanya didasarkan pada
penempatan lokasi yang tepat. Terutama didasarkan pada potensi ternak, potensi
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ketersediaan sumber daya seperti ketersediaan hijauan pakan ternak, maupun
sumber daya tenaga kerija.

Tabel 2. Pemanfaatan Ternak dan Hasil Ternak di Desa Patanas Berbasis Komoditas
Perkebunan, 2012

No. Keterangan Komaoditas Responden (%)
1. Sistem gaduhan a. Kakao 20,00
b. Kelapa sawit 14,29
c. Tebu 22,22
d. Karet 0,00
2. Penggunaan pupuk a. Kakao 0,00
b. Kelapa sawit 0,00
c. Tebu 3,70
d. Karet 0,00
3. Penggunaan tenaga ternak a. Kakao 0,00
b. Kelapa sawit 0,00
c. Tebu 3,70
d. Karet 0,00

Adinata (2012) mengemukakan bahwa alternatif strategi utama yang sangat
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha ternak besar, terutama sapi potong,
adalah mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan internal peternak serta
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan skala usaha
ternak sapi potong menjadi lebih maju. Di samping itu, perlu pengenalan teknologi
pengolahan pakan dan bibit ternak sapi unggul yang disesuaikan dengan kondisi
wilayah setempat, menjalin usaha kemitraan bersama pemerintah dan pihak ketiga
dengan memanfaatkan interaksi masyarakat perdesaan yang bersifat kekeluargaan
dan kegotongroyongan, serta memperkuat kelembagaan peternak sehingga
peternak memiliki daya tawar yang kuat.

Di sisi lain, Pradnyani ef a/. (2014) juga mengemukakan bahwa kendala yang
dihadapi dalam usaha budi daya ternak besar terutama sapi potong adalah kendala
ekonomi dan kendala sosial. Kendala ekonomi yaitu sulitnya peternak memperoleh
kredit modal usaha, sedangkan kendala sosialnya yaitu kurang pahamnya peternak
dalam melakukan budi daya sehingga peran dari Dinas Peternakan dan dinas terkait
sangat diperlukan dalam upaya peningkatan hasil. Sosialisasi hendaknya dilakukan
agar peternak lebih mengetahui cara budi daya yang efisien dengan hasil yang
maksimal.
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KESIMPULAN

Munculnya diversifikasi pendapatan dari sumber lain di luar sektor
perkebunan sebenarnya memberi peluang lebih banyak kepada masyarakat untuk
memilih usaha. Tampak sekali dengan masih terbatasnya rumah tangga di desa-
desa Patanas yang berusaha di bidang budi daya ternak menunjukkan bahwa usaha
ini belum mampu bersaing dengan usaha lainnya. Oleh karena itu, tantangannya
adalah memberikan nilai tambah pada usaha pemeliharaan ternak terutama sapi
potong. Nilai tambah sebenarnya bisa diperoleh dari pupuk kandang, baik cair
maupun padat yang bisa dijadikan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah
tangga peternak. Akan tetapi, pemanfaatannya masih sangat minim. Pemakaian
pupuk organik ini sebenarnya dapat menekan biaya produksi tanaman pangan
maupun tanaman perkebunan.

Belum diperoleh gambaran jelas tentang adanya program yang fokus pada
usaha pengembangan ternak di desa contoh Patanas. Sementara, sistem bagi hasil
(gaduhan) sudah berkembang terutama di areal perkebunan sawit, kakao, dan tebu.
Cara ini tepat untuk membantu petani miskin yang ingin beternak, tetapi tidak
memiliki modal. Kegiatan ini sebenarnya dapat ditingkatkan dengan adanya
program pengembangan ternak melalui bantuan modal pinjaman berbunga ringan
atau sistem dana bergulir (revolving fund) agar rumah tangga peternak miskin
tersebut mampu memperbaiki kondisi ekonominya melalui usaha budi daya ternak.
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